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BAB III

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RAYA PADANG

MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2002

A. Sejarah Pasar Raya Padang

Pada permulaan abad ke XIX setelah ditemukan tembang batu bara di ombilin dan dibukanya jalan kereta api dari sawahlunto ke padang, maka perkembangan kegiatan kota Padang pada waktu itu semakin pesat. Dengan adanya sungai batang harau yang dijadikan sebagai tempat pelabuhan terletak di Muara Padang. Di mana para pedagang dari luar negeri berdatangan ke sungai Batang Harau. Oleh karena itu di bukalah olahan tambang batu bara ombilin serta di buka pula jalan kereta api tersebut, maka dibangunlah pelabuhan teluk bayur yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kapal dalam pengangkutan batu bara. Dengan adanya barang-barang ekspor impor melalui pelabuhan teluk bayur, maka kota Padang semakin bertambah ramai oleh para pedagang dalam melakukan usaha dibidang perdagangan.

Bertambahnya kesibukan melaksanakan ekspor impor barang-barang komoditi, menyebabkan timbulnya keinginan dan ide-ide porro kota Padang untuk mendirikan pasar di daerah kota Padang. Para pedagang yang bermodalkan semangat dan keinginan yang besar maka dibukalah pasar yang pertama yang didirikan di kota Padang yang bernama Pasar Mudik. Adanya Pasar Mudik tersebut didirikan oleh porra-porra dari kota Padang. Maka orang-orang Tiong Hoa berkeinginan untuk mendirikan pasar, tapi kemudian pasar tersebut terbakar.

Penduduk kota Padang pada waktu itu terdiri dari empat (4) suku yaitu :   1. Belanda totok; 2. Tiong Hoa, Arab, dan Keling; 3. Indo, 4. Bumi Putra (putra asli kota Padang). Salah seorang penduduk kota Padang yang terkaya pada masa itu bernama Leasy, Tiong Hoa diangkat oleh Belanda sebagai ketua toko Cina dengan pangkat Cina Mayor. Beliau ikut juga mendirikan pasar di daerah klenteng di jalan Niaga yaitu Pasar Tanah Kongsi tetapi pasar itu tidak bertahan lama karena pasar tersebut terbakar maka pasar itu di jual lagi kepada seorang famili dari Leasy yang bernama Roan Hoat.

 Penjualan pasar tersebut pada akhir abad ke 19 sejak adanya Pasar Mudik dan pasar yang didirikan oleh orang Tiong Hoa menjadi mundur. Kemudian dalam abad ke 19 itu juga mengambil alih Pasar Jawa dan menggantikannya dengan pedagang pribumi sangat tersiksa oleh pajak yang terlalu tinggi, sebab diberi dengan nama Pasar Jawa karena mayoritas penduduknya terdiri dari orang-orang jawa yang datang ke kota Padang, karena perang di ponegoro dan di bawa oleh tentara Belanda. Untuk diketahui, bahwa pasar pada abad tersebut mempunyai tonggak dari kayu dan atap seng, karena faktor tersebutlah yang menyebabkan pasar di kuasai oleh orang Tiong Hoa, sedangkan penduduk asli pindah kepedalaman. Akhirnya pada waktu itu keadaan  di pasar para pedagang tersebut kembali lagi berdagang di Pasar Jawa. Sehingga para pedagang ramai kembali.

Pada tahun 1963 didirikan market pasar fase I yang dikepalai oleh Walikota Madya yaitu Zainuddin kemudian pasar di tambah lagi menjadi beberapa Fase yaitu Fase II, III,IV,V,VI,dan Fase VII. Sekarang ini Pasar Raya Padang terdiri dari atas beberapa bagian yaitu antara lain : 1. Pasar Raya yang terdiri dari Pasar Raya Nomor I,II,III, dan IV, 2. Pasar Raya Fase II, 3. Pasar Raya Barat terdiri dari Pasar Raya Barat I dan II. Dalam Pasar Raya Barat terbagi didalamnya Blok A, pertokoan perabot, pertokoan Rajawali.  Luas Pasar Pusat dan Pasar Pembantu secara keseluruhan 9,5 Ha yang terbagi dalam 1. Luas Pasar Pusat/Pasar Raya 9 Ha, 2. Luas Pasar Pembantu 0,5 Ha. Dengan pertambahannya keperluan pasar, maka pemerintah Pasar Pembantu terdapat bernama 1. Pasar pembantu Alai, 2. Pasar pembantu Tanah Kongsi, 3. Pasar pembantu Ulak Karang, 4. Pasar pembantu Siteba, 5. Pasar pembantu Bandar buat, 6. Pasar pembantu Lubuk Buaya, 7. Pasar pembantu Simpang Haru, 8. Pasar pembantu Belimbing.
 

B. Monografi  Pasar Raya Padang

Kota Padang sebagai Ibukota  Propinsi Sumatera Barat merupakan pintu  masuk dan keluar berbagai jenis komoditi perdagangan terutama dalam negeri, karena di Padang terdapat pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Kota Padang juga  terkenal dengan kota pariwisata. Banyak pendatang yang mengunjunginya baik pendatang domestik maupun mancanegara. Disamping itu Padang merupakan pusat perdagangan di Sumatera Barat. Apalagi didukung  oleh letaknya yang strategis. Maka tidaklah heran di kota Padang terdapat pedagang dalam jumlah yang banyak.

Sektor perdagangan terus mengalami peningkatan, ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan dari 27.132 tahun 2004 menjadi 29.104 pada tahun 2005. Dan ini juga  didukung dengan dibangunnya  pasar-pasar baru serta terus dikembangkan pasar-pasar yang telah ada.

Pasar merupakan salah satu pemanfaatan ruang yang ditujukan bagi penduduk yang ada. Yang sangat mempengaruhi struktur dan pola pemanfaatan ruang kota karena pasar memiliki daya tarik terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya. Pasar merupakan suatu aktivitas masyarakat dan pasar sangat terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. pemerintah sebagai pihak yang membangun/ menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat, dalam penyusunan suatu penetapan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, agar dapat mendukung aktivitas masyarakat dan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 
Pasar adalah sebagai tempat orang melakukan kegiatan jual beli dan transaksi barang-barang keperluan sehari-hari, terutama bahan makanan dan keperluan rumah tangga lainnya, pasar tersebut dikenal dengan pasar tradisional.
 

Pengertian pasar secara fungsional adalah suatu tempat dimana terjadi proses tukar menukar dan proses ini berlangsung bila sejumlah penjual dan pembeli berkomunikasi dan akhirnya keputusan untuk memindahtangankan barang yang diperjualbelikan itu kepada masyarakat pembeli.
  

Pada intinya pasar sebagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli berfungsi sebagai berikut :

1. Tempat pertukaran barang dan jasa.

2. Merupakan pusat pelayanan masyarakat.

3. Tempat bertemunya masyarakat dan terjadinya interaksi sosial

4. Tempat rekreasi (pasar modern)

Sedangkan pasar induk memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai sarana penjual grosir

2. Sebagai tempat peningkatan mutu komoditi yang di jual

3. Sebagai tempat pengendalian barang

4. Sebagai tempat pengendalian kualitas

5. Sebagai pengedia jasa keuangan.

Pasar dapat diklasifikasikan menurut status, tingkatan, jenis barang dagangan, kegiatan, lokasi dan kemampuan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Menurut statusnya, pasar dapat dibedakan menjadi :

a. Pasar resmi, yaitu pasar yang bangunan dan lokasinya telah memenuhi persyaratan teknis dan planologis kota dan dapat dibenarkan oleh pemerintah kota.

b. Pasar tak resmi, yaitu pasar yang di tinjau dari lokasi dan bangunan tidak dapat dibenarkan oleh pemerintah kota.

2. Menurut tingkatannya, pasar dapat dibedakan menjadi :

a. Pasar dunia, yaitu pasar yang keseluruhan permintaan dan penawaran yang berhubungan satu sama lainnya, meliputi seluruh dunia. Misal pasar tembakau, karet dan lain-lain.

b. Pasar regional/pasar induk, yaitu pasar yang mempunyai fungsi pelayanan regional dan lokal serta sistem transaksinya dilakukan secara borongan.

c. Pasar lokal/pasar lingkungan, yaitu pasar yang memiliki fungsi pelayanan lingkungan sekitar pasar dan transaksinya dilakukan secara eceran.

3. Menurut jenis barang dagangannya, pasar dapat dibedakan menjadi :

a. Pasar umum, yaitu pasar yang menjual barang kebutuan primer, sekunder dan  tersier.

b. Pasar bambo, yaitu pasar yang dibuka sore atau malam hari yang menjual makanan dan minuman.

c. Pasar khusus, yaitu pasar yang menjual barang-barang khusus, seperti bunga, beras, peralatan elektronik, dan lain-lain.

4. Menurut kegiatannya, pasar dibedakan menjadi : 

a. Pasar eceran, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran/retail.

b. Pasar grosir, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar.

c. Pasar Induk, yaitu pasar yang merupakan pasar pengumpulan, pusat pelelangan. Dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan kepada grosir dan pusat pembelian.

5. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanan, pasar dapat dibedakan  menjadi :

a. Pasar lingkungan, yaitu pasar yang melayani penduduk 500-4.000 jiwa dalam lingkungan perumahan atau jangkauan pelayanan hannya pada lingkungan tertentu saja (RT atau RW) dengan waktu tempuh 5-10 menit.

b. Pasar wilayah, yaitu pasar yang melayani penduduk 40.000-150.000 jiwa pada sebagian wilayah kota, dimana jangkauan pelayanan lebih rendah dari pasar kota dengan waktu tempuh 10-20 menit.

c. Pasar kota (regional), yaitu pasar yang melayani penduduk 150.000-400.000 jiwa atau seluruh lapisan masyarakat baik yang ada dalam kota (reginal) dengan waktu tempuh 20-50 menit.
 

Dalam konteks saat ini, fungsi dan peranan pasar dalam perkembangan kota, pasar sebagai salah satu sarana perekonomian di kawasan perkotaan, merupakan sarana vital yang menentukan lambat atau cepatnya laju perkembangan kota, kecuali kota-kota yang diarahkan perkembangan secara spesipik (seperti kota wisata, kota peristirahatan, kota pendidikan tinggi atau kota pemerintahan). 
Semua kota membutuhkan sarana pasar yang besar dan kapasitasnya sejalan dengan perkembangan penduduknya dan jaringan perdagangan yang ada. Tanpa didukung oleh perkembangan penduduknya dan jaringan perdagangan yang ada. Tanpa didukung oleh sarana pasar yang memadai, proses pemenuhan kebutuhan  sehari-hari penduduk tidak berlangsung dengan baik, akibatnya salah satu faktor penarik kota tidak ada, sehingga perkembangan kota  akan semakin lambat. Melihat kecenderungan kota-kota yang ada sebagian besar oreantasi perkembangannya adalah pasar (modren maupun tradisional). Dan  umumnya pasar terletak di pusat kota atau di pusat-pusat kawasan/lingkungan karena pertimbangan tingkat kemudahan pencapaian (aksessibilitas).

Dalam konteks ilmu ekonomi, pasar setidaknya memiliki 3 (tiga) fungsi,    yaitu : a. Pasar berfungsi sebagai penentu nilai produk yang diperdagangkan. b. Pasar berfungsi mengorganisasikan produksi. c. Pasar berfungsi mendistribusikan produk.
  

Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Mendagri : No. 145/MPP/Kep/5/97 No 57/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan diperoleh : 

1. Pada pasal 1 diperoleh pengertian pasar, pedagang kecil dan menengah, pertokoan.

a. Pasar adalah pasar tradisional (pasar desa, pasar kecamatan, dan sebagainya) dan pasar modern (mall, supermarket, department store, shooping centre, waralaba).

b. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian pertokoan dimana terdapat bagian took sepanjang tepi jalan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditatapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan.

c. Lokasi pasar modern berada di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah Kota (RTRWK).

2. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pasar dan pertokoan.

3. Pada pasal 3 dapat dilihat penjabaran lokasi pasar modern.

a. Lokasi pasar modern berada di ibukota Propinsi Daerah tingkat I ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah kota (RTRWK).

b. Penetapan lokasi pasar modern di Daerah Tingkat II yang perkembangan kota dan tingkat ekonominya sangat pesat dan berlokasi di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I harus memperoleh izin secara khusus dari menteri.

c. Keberadaan pasar modern wajib ikut menumbuhkembangkan kegiatan usaha pasar tradisional dan pengusaha kecil dan menengah melalui kemitraan

4. Pada pasal 6 disebutkan bahwa sebagai pelaksanaan dan keputusan bersama ini, Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan membentuk Tim Penataan dan Pembinaan pasar dan pertokoan.

Kawasan pusat kota mempunyai karakteristik sebagai pusat perdagangan retail, jasa dan pemerintahan kota. Karakteristik kawasan ini yaitu : kepadatan bangunan, kegiatan lalu lintas yang tinggi, akibat hal tersebut permasalahan umum yang timbul yaitu sering terjadi konflik pemanfaatan ruang, kesemberautan dan kemacetan lalu lintas akibat besarnya bangkitan lalu lintas dan kurangnya ruang terbuka untuk parkir. Kawasan pusat kota ini dapat di bagi atas kawasan inti dan kawasan luar.  serta arus pejalan kaki yang tinggi Batasan area inti kota Padang secara rinci yaitu sebelah Utara dengan koridor Jalan Ratulangi dan Bandar Olo, dan sebelah Timur dengan Jalan Sudirman dan Bagindo Aziz Chan, sebelah Barat dengan koridor jalan Pemuda dan sebelah selatan dengan jalan M.Yamin dan MH.Thamrin.

Pasar di kota Padang dibagi atas pasar induk yaitu Pasar Raya dan Pasar Wilayah. Pasar Wilayah adalah pasar selain Pasar Raya Padang yang merupakan beberapa resort pasar menjadi kesatuan wilayah kerja. Resort adalah wilayah kerja pasar yang terdiri dari Pasar Alai, Nanggalo, Lubuk Buaya, Belimbing, Ulak karang, Tanah kongsi, Simpang Haru, Bandar Buat, Air Pacah dan pasar-pasar lainnya.

Pasar Raya Padang yang berada di kecamatan Padang Barat mempunyai lahan yang berstatus tanah negara dengan luas 71.374 m2   dan dapat di bagi lagi menjadi empat(4) bagian, yaitu :

1. Pasar Raya Barat 

Pasar Raya Barat terdiri dari :

· Pasar Raya Barat Tahap I dengan jumlah toko 299 petak. Secara umum komoditi dagangan adalah alat-alat bangunan dan mobiler.

· Pasar Raya Barat Tahap II (Duta Merlin) dengan jumlah toko 96 petak. Secara umum pertokoan yang menghadap jalan Pasar Raya jenis dagangan adalah pedagang emas dan pertokoan yang menghadap terminal Goan Hoat jenis dagangan adalah alat-alat tulis.

· Pasar Raya Barat Tahap III (Koppas Plaza) dengan jumlah petak toko 109 petak. Secara umum jenis dagangan adalah Pedagang emas dan pedagang kain.

· Pertokoan Blok A dengan jumlah toko 133 petak, secara umum jenis dagangan adalah elektronik.

2. Pasar Raya Timur

Pasar Raya Timur (Pasar Inpres) terdiri dari :

· Pasar Inpres I, dengan jumlah toko/kios 306 petak

· Pasar Inpres II, dengan jumlah toko/kios 374 petak

· Pasar Inpres III, dengan jumlah toko/kios 407 petak

Secara umum komoditi dagangan Pasar Inpres adalah kebutuhan harian.

3. Fase

Fase atau yang lebih dikenal dengan Pasar Bertingkat terdiri dari Fase I s/d Fase VII, dengan jumlah toko/kios 998 petak. Secara umum jenis dagangan adalah pakaian, bahan dasar dan P & D.

4. Atom Shoping Centre

Pertokoan Atom Shoping Centre berada di jalan Imam Bonjol dengan jumlah toko 111 petak. Dilihat dari aktivitas Pasar Raya Padang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pedagang yang melakukan pemekaran toko/membagi petak toko sehingga jumlah petak toko bertambah dibandingkan kondisi diawal pembangunan, jumlah pengunjung, Pedagang yang tidak mempunyai petak toko/kios (PKL) serta variasi usaha. Akan tetapi peningkatan aktifitas tersebut seakan berkembang di luar konsep pengembangan pasar atau dalam kata lain perkembangan tersebut terlambat diantisipasi termasuk peningkatan aktifitas daerah sekitarnya. Hal ini mengakibatkan perkembangan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan daerah sekitar yang secara aktifitas sudah merupakan satu kesatuan fungsi berkembang tanpa didukung oleh peningkatan keamanan, ketertiban, serta sarana pendukung lainnya seperti tempat parkir kendaraan.

Jika dilihat dari pemanfaatan petak toko Pasar Raya terbagi atas 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pemegang hak pakai yang langsung memanfaatkan fasilitas pasar yang telah disediakan dan kelompok pengontrak (penyewa) pada pemegang hak pakai. Dari total petak toko, kios dan los meja yang ada, terdapat kecenderungan pemanfaatannya didominasi oleh penyewa (pengontrak) yaitu sebesar 58,04% sedangkan yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak pakai hanyya sebesar 41,96 %. Sedangkan jika dilihat dari legalitas pemegang hak pakai dalam mengontrol hak pakainya kepada pengontrak (pihak ketiga) diketahui bahwa dalam pemanfaatan petak toko,kios yang ada juga terjadi kecenderungsn bersifat illegal (tidak ada izin) yaitu sebesar 98,85% dan yang bersifat legal hanya sebesar 0,15%. 

C. Proses Aktivitas Pedagang di Pasar Raya Padang

Berbicara proses berarti kita berbicara tentang praktek  dan pelaksanaan transaksi jual beli yang berlangsung di Pasar Raya Padang. Pasar Raya Padang yang memiliki aktivitas pedagang mulai dari pedagang besar, pedagang enceran dan sampai pedagang kecil. Semua itu memiliki hubungan kerjasama antara satu dengan yang lainnya.

Pedagang merupakan aset terpenting dalam perekonomian masyarakat kota Padang. Ia merupakan aktivitas rutin bagi masyarakat yang memiliki jiwa berdagang, mulai dari pedagang kecil sampai pedagang besar ( dalam jumlah yang banyak). Adapun pedagang kecil  adalah pedagang yang bermodalkan kecil yang pada umumnya dari golongan ekonomi yang tidak mampu (ekonomi lemah) dan dalam bentuk penjualannya berbentuk sederhana  ada yang memakai gerobak, beralaskan tikar, etalase, payung-payung dan tenda. Pedagang ini memakai tempat/lokasi pasar di sepanjang kawasan Pasar Raya Padang di mulai dari jalan Pasar Baru, Jalan Sandang Pangan, Jalan Goan Ghoat, Kompleks Duta Merlin, Gang Berita, Blok A, Gang Rajawali, Samping Matahari Departemen Store (Supermarket) dan kawasan Pasar Raya yang termasuk dalam pemetaan kawasan Pasar Raya Padang.

Pada umumnya pedagang di kota Padang datang dari berbagai daerah untuk berdagang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Pedagang memadati pasar-pasar yang ada di kota Padang. Pedagang yang berdagang diseluruh pasar-pasar di kota Padang khususnya pedagang yang berada dikawasan Pasar Raya  Padang ada yang terdata oleh Dinas Pasar Raya juga ada yang tidak terdata. Hal ini terbukti di kawasan Pasar Raya Padang setiap harinya pada waktu pagi dan sore hari. 

Ketika di Pagi harinya dari jalan Pasar Baru sudah banyak ibu-ibu yang memadati jalan untuk menjajakan barang dagangannya. Sehingga jalur angkutan kota menjadi macet. Banyaknya pedagang sayuran dan kebutuhan pokok yang melimpah ke jalan. Ketika hari sudah mulai sore di sekitar kawasan Kompleks Merlin dan Blok A, banyaknya pedagang yang menjajakan barang dagangannya hingga sampai ke jalan sehingga jalan menjadi macet. Bahkan ada juga pedagang yang memiliki toko, mereka melakukan hal yang sama yaitu menjajakan barang dagangannya ke jalan. Seperti pedagang pakaian dan sepatu. Kawasan ini sering mengalami kemacetan, karena banyaknya pedagang yang menempati posisi yang mengganggu aktivitas jalan raya seperti berjualan melewati batas yang ditentukan, berjualan tanpa seizin petugas, berjualan tanpa adanya tertib, dan tidak adanya budaya antri sehingga kawasan ini sangat rentan dalam kemacetan jalan Raya. Keadaan ini akan mengganggu ketertiban dan menghalangi orang dalam berpergian. Upaya untuk menertibkan kembali kawasan Pasar Raya Padang dari Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib sangat perlu untuk digalakkan demi ketertiban umum. Apalagi dengan banyaknya ditemui tumpukan sampah, adanya genangan air dan sebagainya.

Pedagang kecil yang berjajar di sepanjang  Pasar Raya Padang terdiri atas : Pedagang mainan anak-anak, Pedagang sayuran dan buah-buahan, Pedagang makanan ringan, Pedagang yang menjual kebutuhan pokok, Pedagang Aksesoris, Pedagang yang menjual kebutuhan sekunder, dan lain-lain.

Masing-masing pedagang ini melaksanakan aktivitas dalam bentuk berjual beli kepada pelanggannya dengan menyebutkan harga barang dagangannya. Apabila ada pelanggan yang membeli maka pelanggan menawarkan barang dagangannya sampai terjual (melakukan tawar menawar antara penjual dan pembeli).  Pedagang menengah merupakan pedagang yang bermodalkan ekonomi kelas menengah. Pedagang ini melakukan aktivitas di toko, kios  untuk menjual barang dagangannya berupa sepatu, pakaian, tas dan kebutuhan pokok lainnya. Pedagang Besar merupakan pedagang yang bermodalkan besar yang menempati tempat yang mewah, pusat pertokoan, serta layanan  yang bersifat ekstra. Kualitas barangnyapun sangat mewah.seperti pedagang yang menjual barang-barang elektronik, pedagang emas dan lain-lain. Setiap pedagang harus mencerminkan sikap yang baik kepada seluruh konsumen, karena sikap/perilaku pedagang sangat menentukan terhadap kemajuan atau perkembangan usahanya.

Dalam proses perolehan barang, para penjual memperoleh barang dari luar daerah seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Solok dan berbagai daerah lainnya. Barang tersebut ada yang diperoleh secara langsung oleh penjual dengan cara pergi ke lokasi penyedia barang, juga harganya terjangkau. Maka pembeli akan membeli barang tersebut sesuai yang diinginkan. Cara lain juga dilakukan dengan cara pengaliran barang lewat agen atau distribusi penyediaan barang. Biasanya harga barang lebih mahal dari harga beli barang yang dijemput ke lokasi penyediaan barang. 

Hal ini disebabkan karena adanya penambahan harga barang dengan ongkos pengiriman barang setelah barang diperoleh maka penjual akan menentukan harga jual sesuai dengan harga beli mereka ditambah dengan perhitungan laba atau ruginya penjualan barang tersebut. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga barang yaitu :

1. Spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam firma yang kecil ukurannya para pekerja harus menjalankan beberapa tugas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Dalam firma yang besar dilakukan spesialisasi. Setiap pekerja diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu saja dan ini menambah keterampilan mereka. Produktivitas mereka bertambah tinggi dan akan menurunkan ongkos per unit.

2. Pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Setiap firma harus membeli bahan mentah, mesin-mesin dan berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan memproduksi. Harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembelian bertambah banyak. Makin tinggi produksi makin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan. Maka ongkos per unit akan menjadi semakin murah.

3. Memungkinkan barang sampingan (by-products) diproduksikan. Di dalam firma-firma ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang (waste) yaitu barang-barang yang tidak terpakai yang merupakan residu yang diciptakan oleh produksinya. Di dalam firma yang kecil biasanya jumlahnya tidak banyak dan adalah tidak ekonomis untuk diproses menjadi barang tetapi kalau firma merupakan perusahaan yang besar, dan memiliki barang residu yang cukup banyak, barang residu ini dapat diproses menjadi barang sampingan. Kegiatan yang baru ini akan menurunkan ongkos per unit dari pada keseluruhan organisasi perusahaan. 

4. Perusahaan yang besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Kalau suatu perusahaan telah menjadi sangat besar. Timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan yang besar tersebut. Sebagai contoh pembesaran perusahaan akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan  pengangkutan yang baik, dan fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu firma-firma yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan yang besar tersebut berkembang berbagai perkembangan ini akan mengurangi ongkos per unit.

Untuk menjaga dan melindungi nilai atas suatu komoditas, pada waktu jatuh tempo penyerahan barang atau komoditas,harga, kualitas dan kuantitas tetap sesuai dengan kontraknya. Lebih-lebih lagi dalam pasar, aturan dijalankan secara transparan yang melibatkan tiga (3) pihak yaitu produsen, trader, dan pabrikan (konsumen), serta investor. Aktivitas investor sangat berperan untuk meramaikan dan menjaga kontinuitas dari pasar.

Dalam kondisi pasar dengan harga yang rendah, akan dapat mengurangi minat jual dan meningkatkan demand. Keadaan seperti ini akan mencapai keseimbangan baru dan harga akan kembali stabil. Fluktuasi harga di bursa komoditas ini, dapat dikendalikan melalui mekanisme melindungi nilai (hedging). Dalam konteks ini, melindungi nilai (hedging) terlihat sebagai kegiatan menjual dan membeli kontrak komoditas untuk meminimalisir resiko karena fluktuasi harga.

Kawasan Pasar Raya merupakan kawasan yang homogen apabila ditinjau dari asal barang dagangannya, karena umumnya barang dagangan tersebut berasal dari kota Padang maupun kota lain yang ada di Sumatera Barat. Cara pedagang mendapatkan barang dagangan pada umumnya dengan cara membeli dari daerah lain (dikumpulkan) seperti bahan pakaian yang dibeli dari Jakarta, Bandung dan sebagainya, melalui distributor dan ada juga yang membeli sendiri baik langsung ke produsen maupun melalui perantara. Biasanya harga yang akan ditetapkan pedagang akan berbeda sesuai dari mana mereka mendapatkannya, sehingga terjadi perbedaan harga pada barang/komoditi yang sama di setiap pedagang. Jika dilihat dari kawasan Pasar Raya khususnya Pasar Raya Timur  (pasar Inpres), barang dagangannya berasal dari kota-kota yang ada di Sumatera Barat seperti komoditi pertanian yang berasal dari Solok atau Alahan Panjang, sedangkan yang lainnya juga ada yang berasal dari luar Sumatera Barat. 

Jika dilihat dari aliran komoditi barang kebutuhan primer khususnya komoditi pertanian di kawasan inti (Pasar Inpres) terlihat bahwa Pasar Raya merupakan pasar pengumpul (koleksi) dan pasar harian untuk hasil-hasil pertanian yang dihasilkan oleh wilayah kota Padang seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh serta Kabupaten Pesisir Selatan, dan berdasarkan fungsinya tersebut Pasar Raya umumnya merupakan pasar penerima pertama yang kemudian nantinya akan didistribusikan ke pasar-pasar lainnya yang ada di kota Padang. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasar Raya merupakan pusat pelayanan kegiatan baik koleksi maupun distribusi barang.

Sesuai dengan fungsinya sebagai pusat perdagangan, maka kota Padang saat ini memiliki satu sarana ekonomi pasar yaitu Pasar Raya yang merupakan pasar Induk bagi kota Padang. Hal ini berkaitan langsung dengan adanya pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang tertuang dalam RTRW kota Padang Tahun 2004-2013, dimana Pasar Raya merupakan salah satu pusat pelayanan kegiatan ekonomi. Pasar Raya Padang merupakan kawasan pusat kegiatan ekonomi khususnya  perdagangan yang melayani seluruh masyarakat Kota Padang dan kawasan luar Kota Padang.

Sifat perdagangan yang terdapat dalam kegiatan perdagangan tersebut berbentuk sistim eceran dan sistim grosir. Biasanya permintaan konsumen dalam jumlah besar dapat dilakukan dalam bentuk grosiran dan harga jualnya juga terdapat sedikit perbedaan dengan sifat perdagangan sistim eceran. Sifat perdagangan yang ada di kawasan inti (Pasar Raya) didominasi oleh perdagangan eceran yaitu di Pasar Raya Barat umumnya, Pasar Raya Timur (Pasar Inpres) dan Fase-fase (Pasar bertingkat), sedangkan perdagangan grosiran hannya terdapat di Blok A kawasan Pasar Raya Barat.

Disamping itu juga kegiatan ekonomi perdagangan di Pasar Raya Padang merupakan pasar Induk yang menyediakan semua kebutuhan masyarakatnya baik dalam bentuk kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Yang termasuk kebutuhan  primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan akan bahan makanan dan pakaian, kebutuhan sekunder dan tersier merupakan jenis kebutuhan tambahan. Umumnya semua jenis barang tersebut tersedia di Pasar Raya atau dengan kata lain masyarakat yang membutuhkan semua jenis komoditi dapat menuju ke satu tempat yaitu Pasar Raya. Jika dilihat dari tempat/kawasan yang menyediakan barang kebutuhan tersebut di Pasar Raya, maka jenis barang kebutuhan primer/bahan makanan dapat ditemui di Pasar Inpres, kebutuhan sekunder terdapat di kawasan Pasar bertingkat dan Duta Merlin sedangkan kebutuhan tersier umumnya terdapat di Koppas Plaza. Hal ini terlihat dari pengunjung yang berasal dari dalam Kota Padang maupun dari luar Kota Padang. Banyak dan beragam jumlah penduduk ini disebabkan karena fungsi pasar sebagai pasar induk yang menyediakan barang dagangan dengan tingkat heterogenitas dan kompleksitas yang tinggi.
 

D. Pengelolaan Pasar Menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, kewenangan Dinas Pasar dalam mengelola pasar di Kota Padang adalah bangunan fisik pertokoan yang dibangun oleh Pemerintah Kota. Bertitik tolak dari Peraturan Daerah tersebut, kewenangan Dinas Pasar hanya sebatas pemungutan retribusi pasar dan retribusi izin yang berkaitan dengan bangunan fisik pasar serta kewenangan pengelolaan dibidang ketertiban, kebersihan dan keindahan di lokasi : Pertokoan Fase I s/d Fase VII, Pertokoan Rajawali, Duta Merlin, Koppas Plaza, Blok A,B,C,D, dan E, Pertokoan Inpres I s/d Inpres III, dan Pertokoan Atom Shopping Center. 

Berbicara mengenai pengelolaan  berarti menceritakan proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain/proses membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi/proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.
  Sedangkan pengelolaan  pasar adalah Dinas/Badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 Berarti menceritakan segala bentuk-bentuk pengelolaan terhadap pasar yaitu Pasar Raya Padang. Pasar Raya Padang dikelola oleh Dinas Pasar Raya Kota Padang dan  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dimana Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) hanya melakukan realisasi retribusi secara keseluruhan maksudnya adalah menerima segala laporan pajak secara keseluhuran yang menyangkut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan pengelolaan Pasar Raya Padang secara keseluruhan adalah tanggung jawab Dinas Pasar kota Padang termasuk disana menerima laporan hasil retribusi pasar baik realisasi mingguan, bulanan dan tahunan.   
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Sumber Data : Dinas Pasar Raya Kota Padang Kasi Pendapatan, Pelaporan dan Evakuasi

Sedangkan terhadap pengembangan pasar dipegang oleh Pemerintah Kota Padang, karena pasar belum ditetapkan sebagai sebuah kawasan. Sesuai dengan fungsi pasar, perkembangan aktifitas perdagangan di Pasar Raya juga diikuti oleh kawasan sekitar seperti kawasan Permindo, Jawa Dalam, M.Yamin, Hiligoo, Nusantara Building, Imam Bonjol, dan Belakang Benteng yang dalam kesehariannya sudah merupakan satu kesatuan aktivitas, namun belum diikuti dengan pola penanganan yang terpadu baik dilihat dari pengembangan dan penataan secara fisik, penanganan di bidang k-3 maupun pembinaan terhadap pedagang.  Belum terpadunya pola penanganan kawasan Pasar Raya dengan kawasan sekitar sebagaimana disebutkan di atas, berdampak terhadap tidak seimbangannya perkembangan fisik, perkembangan aktivitas perdagangan serta penataan Pasar Raya secara umum. 

Organisasi pengelolaan pasar terdiri dari organisasi formal dan nonformal. Organisasi formal merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana kawasan Pasar Raya Padang dikelola melalui Dinas Pasar. Namun pengelolaan tersebut untuk keseluruhan kawasan inti, karena di setiap bagian atau blok kawasan terdapat pula organisasi pengelolaan secara nonformal seperti adanya persatuan Pedagang Inpres, Persatuan Pedagang Atom Center dan sebagainya. Begitu juga halnya dengan kawasan luar (sekitar Pasar Raya), pengelolaannya hanya berbentuk organisasi nonformal yaitu adanya persatuan pedagang-pedagang seperti Persatuan Pedagang kawasan M.Yamin, Permindo dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka terdapat perbedaan sistem pengelolaan pasar secara formal, namun secara nonformal pengelolaan setiap blok-blok pasar sudah terdapat di setiap kawasan Pasar Raya baik kawasan Pasar Raya maupun kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk saat ini yang sangat penting dilakukan adalah melakukan peninjauan terhadap persatuan-persatuan pedagang tersebut agar nantinya di kawasan ini sama-sama dapat dilakukan pengelolaan secara formal dan terpadu. 

Tabel 1 

Kriteria Kawasan Pasar Raya Padang dan Kawasan Sekitarnya
	N0
	KRITERIA
	SUB KRITERIA
	INDIKATOR
	KAW.

 PASAR RAYA
	KAW. 

SEKITAR

	1.
	KRITERIA

LOKASI
	- 
GUNA LAHAN
	Merupakan kawasan yang memang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dalam RT RW,
	· 
	Perdagangan

dan jasa

	
	
	- 
AKSESI BILITAS
	Jaringan jalan dan rute angkutan memusat ke kawasan
	Tidak langsung masuk ke Kaw.
	· 

	2.
	KRITERIA

AKTIVITAS PERDAGANGAN
	- 
SIFAT DAGANGAN
	Merupakan kawasan yang menampung perdagangan Grosir dan Eceran
	· 
	Umumnya

Eceran

	
	
	- 
JENIS KOMODITI
	Merupakan kawasan yang menampung perdagangan untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier
	· 
	

	3. 
	KRITERIA

FUNGSIONAL
	-
SKALA PELAYANAN
	Merupakan kawasan yang melayani penduduk kota Padang maupun kota sekitar
	· 
	· 

	
	
	- 
HIRARKI
	Merupakan kawasan yang asal barang dagangannya berskala : regional maupun nasional
	· 
	· 

	
	
	-
FUNGSI KEGIATAN
	Merupakan pusat tujuan kegiatan koleksi dan distribusi barang
	· 
	· 

	4.
	KRITERIA

PENGELOLAAN
	- ORGANISASI
	Merupakan kawasan yang dikelola secara kolektif dalam suatu wadah organisasi (formal/non formal) bukan merupakan usaha individual yang tak terorganisir (contoh warung, kedei,tambal ban, dll)
	· 
	· 


Keterangan :

Kaw. Pasar Raya : Pasar Raya Barat, Pasar Raya Timur, Fase (Pasar Bertingkat), Atom Shoping Centre

Kaw. Sekitar
:  Bagian Selatan (Koridor Hiligoo dan Imam Bonjol)


Bagian Barat (Koridor M.Yamin)


Bagian Utara (Koridor Permindo)
   
D. 1. Bentuk pengelolaan kawasan pasar yang diinginkan pedagang dikaitkan dengan Tanggapan pedagang terhadap kemacetan
Bahwa kawasan Pasar saat ini masih dikelola oleh suatu organisasi baik formal (pemerintah) maupun nonformal (organisasi/perkumpulan) sehingga bentuk pengelolaan yang dilakukan di setiap blok/koridor terdapat perbedaan antara keinginan pemerintah dengan keinginan masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan adalah pengelolaan terhadap masalah kemacetan. Terdapat dalam tabel sebagaimana berikut :
Tabel 2 

Bentuk pengelolaan kawasan pasar yang diinginkan pedagang 

dikaitkan dengan Tanggapan pedagang terhadap kemacetan

	No
	Koridor
	Terpadu
	Dikelola K-3

	
	
	Mengganggu
	Biasa
	Mengganggu
	Biasa

	1
	Blk Lintas
	40.00
	20.00
	30.00
	10.00

	2
	Pemuda
	22.22
	44.44
	-
	33.33

	3
	Imam Bonjol
	10.00
	80.00
	-
	10.00

	4
	Permindo
	-
	90.00
	10.00
	-

	5
	Ratulangi
	-
	90.0
	10.00
	-

	6
	Blk Benteng
	-
	100.00
	-
	-

	7
	Fase
	70.00
	30.00
	-
	-

	8
	Psr Raya Barat
	75.00
	-
	12.50
	12.50

	9
	Psr Raya II
	75.00
	-
	12.50
	12.50

	10
	Blok A
	88.89
	11.11
	-
	-

	11 
	Inpres
	93.75
	6.25
	-
	-

	12
	M.Yamin
	10.00
	80.00
	-
	10.00

	13
	Hiligoo
	-
	90.00
	10.00
	-

	14
	Pasar Baru
	-
	90.00
	10.00
	-


Dari tabel hasil pengelolaan data terlihat bahwa pada koridor Belakang Lintas secara umum atau 40,00 pedagang menginginkan pengelolaan kawasan dilakukan secara terpadu, karena ditinjau dari aspek lalu lintas kemacetan mengganggu aktifitas pedagang. Dengan harapan pengelolaan tercara terpadu memberikan solusi bagi permasalahan kemacetan. Sementara pada koridor Pemuda 44,44 merasakan kemacetan hal yang biasa dalam satu kawasan pasar, namun menginginkan kawasan pasar dikelola secara terpadu.  Sama halnya dengan koridor Pemuda, pedagang pada koridor Imam Bonjol juga merasakan kemacetan hal yang biasa dalam satu kawasan pasar, namun menginginkan kawasan pasar dikelola secara terpadu 80,00.

Pada koridor Permindo 90,00 pedagang sudah merasa terbiasa dengan kemacetan, namun demikian mereka ingin kawasan pasaw dikelola secsra terpadu. Dan demikian juga dengan koridor Ratulangi 90,00 pedagang juga meresakan kemacetan hal biasa, namun ingin kawasan pasar dikelola secara terpadu. Sementara untuk Koridor Belakang Benteng 100,00 ingin kawasan dikelola secara terpadu. Demikian juga halnya dengan Blok-blok Pertokoan yang selama ini sudah dikelola Dinas Pasar seperti Pasar Raya Barat, Fase, Pasar Raya, Blok A, Inpres masing-masing 70,00, 75,00, 88,89, dan 93,75. Selanjutnya pada koridor Hiligoo 90,00, M.Yamin 80,00 dan Pasar Baru 90,00 secara umum pedagang ingin kawasan pasar dikelola secara terpadu. Untuk keseluruhan koridor yang ada pada kawasan pasar kondisi yang paling dominan (51 %) adalah pedagang yang biasa dengan kemacetan dan ingin pengelolaan kawasan dikelola secara terpadu.  
Gambar 1 
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D. 2. Sifat dagangan dikaitkan dengan jenis dagangan
Sifat dagangan terdiri dari eceran dan grosir sedangkan jenis dagangan terdiri dari berbagai jenis bahan kebutuhan primer, sekunder. Pada koridor Belakang Lintas sifat dagangan yang dominan, yaitu sebesar 70,00 adalah eceran dan grosir dengan jenis dagangan yang sangat beragam antara lain bahan bangunan, onderdil kendaraan, alat kebutuhan rumah tangga dan sebagainya yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain (selain bahan pokok, hasil bumi, emas dan elektronik). Di koridor Pemuda sifat dagangan yang dominan, yaitu sebesar 77,78 adalah eceran dan grosir dengan jenis dgangan seperti  furniture   dan jasa yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain (selain bahan pokok, hasil bumi, emas, dan elektronik). Hal ini menunjukkan bahwa pada dua kawasan tersebut masyarakat umumnya membeli barang secara eceran maupun grosir untuk jenis barang kebutuhan non primer. 

Dikoridor Imam Bonjol sifat dagangan yang dominan, yaitu sebesar 50,00 adalah eceran dengan jenis dagangan yang sangat beragam antara lain elektronik, pakaian, alat olah raga, rumah makan, onderdil kendaraan, jasa yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain. Di koridor Ratulangi  sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 55,55 adalah eceran dengan jenis dagangan onderdil kendaraan, pakaian, jasa yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain ( selain bahan pokok, hasil bumi, emas, dan elektronik), sedangkan di koridor Permindo sifat dagangan yang dominan yang dominan yaitu sebesar 60,00 juga eceran dengan jenis dagangan alat kebutuhan kantor, kebutuhan sekolah, pakaian, onderdil kendaraan, elektronik dan alat-alat rumah tangga yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain (selain bahan pokok, hasil bumi, emas). Dari ketiga kawasan tersebut, dapat dilihat bahwa umumnya sifat dagangan  berupa eceran dengan tingkat heterogenitas jenis barang kebutuhan non primer sangat tinggi. Hal ini berarti bahwa masyarakat masih bisa membeli jenis barang dagangan dengan skala kecil (eceran ) dengan tingkat kebutuhan yang berbeda.

Di koridor Fase (Pasar Bertingkat Fase I sampai dengan Fase VII) sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 70,00 adalah eceran dengan jenis dagangan pakaian, pecah belah, alat rumah tangga, asesories. Khusus untuk lantai 2 adalah jasa seperti salon, taman bacaan, perkantoran  dan pasar burung. Jenis ini dikelompokkan pada jenis  dagangan lain-lain (selain bahan pokok, hasil bumi, emas, dan elektronik). Sementara Fase VII lantai 2 dimanfaatkan oleh Matahari Departemen Store dengan jenis dagangan yang sangat heterogen. Selain itu terdapat juga fungsi lain seperti jasa perkantoran dan jasa salon. Di koridor Pasar Raya Barat (Blok A,B,C,D,E1, E2, Koppas Plaza, Duta Merlin dan Rajawali) sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 25,00 adalah eceran dengan jenis dagangan elektronik dan 25% eceran dengan jenis bahan bangunan, pakaian, makanan ringan, yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain.  

Secara umum jenis dagangan di Pasar Raya Barat sudah mengelompok seperti :

· Blok A, pada umumnya jenis dagangan Elektronik 44,44 bagi pertokoan yang menghadap Jalan Pasar Raya dan Jalan Pasar Raya II, Alat Listrik dan grosir pakaian pada pertokoan bagian dalam, serta bahan bangunan bagi Pertokoan Pasar Raya Barat yang menghadap terminal Goan Hoat.

· Blok B, pada lantai 1 bahan bangunan (bagian luar) dan barang-barang secaond (bagian belakang). Sementara untuk lantai 2 seluruhnya dimanfaatkan untuk Kantor Dinas Pasar Kota Padang.

· Blok C, lantai 1 jenis dagangan didominasi oleh Bahan Bangunan, Furniture, sementara untuk lantai 2 tidak dimanfaatkan sama sekali

· Blok D, E1,E2, jenis dagangan didominasi furniture dan pakaian.

· Koppas Plaza, lantai 2 dimanfaatkan untuk jasa (kantor Bank Nagari) dan tempat parkir. Pada lantai 1 umumnya dagangan emas, arloji dan pakaian ( pada bagian dalam)

· Duta Merlin, lantai 1 didominasi oleh jenis dagangan emas bagian pertokoan yang menghadap jalan Pasar Raya dan makanan ringan bagi pertokoan yang menghadap Terminal Goan Hoat.

· Pertokoan Rajawali, jenis dagangan sangat heterogen, mulai dari elektronik, pedagang beras, conter telkomsel, pedagang emas.
Di koridor Pasar Raya II sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 60,00 adalah eceran dan grosir dengan jenis dagangan pakaian, sepeda, mainan anak, alat rumah tangga yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain (selain bahan pokok, hasil bumi, emas dan elektronik). Di Koridor Pasar Inpres sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 50,00 adalah eceran dengan jenis dagangan bahan pokok.

Di koridor M. Yamin  sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 50,00 adalah eceran dengan jenis dagangan yang heterogen, mulai dari onderdil kendaraan, bahan bangunan, peralatan pertanian, yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain (selain bahan pokok, hasil bumi, emas, dan elektronik). Di koridor Hiligoo sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 60,00 adalah eceran dengan jenis dagangan yang eragam antara lain sepatu, pakaian, elektronik alat kantor dan jasa. Yang kesemuanya dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain (selain bahan pokok, hasil bumi, emas, dan elektronik). Dari kedua kawasan ini dapat di lihat bahwa tingkat heterogenitas barang dagangan kebutuhan non primer sangat tinggi dan sifat dagangan keseluruhan umumnya eceran dengan tingkat pembelian masyarakat masih dalam skala kecil. Di koridor Pasar Baru (bagian utara) sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 55,55 adalah eceran dan grosir dengan jenis dagangan onderdil kendaraan, rumah makan, percetakan kebutuhan rumah tangga seperti karpet yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain (selain bahan pokok, hasil bumi, emas dan elektronik). Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat dilihat pada tabel  dan gambar adalah sebagai  berikut : 

Tabel 3 

Sifat Dagangan dikaitkan dengan Jenis Dagangan
	No
	Koridor
	Eceran
	Grosir
	Eceran dan Grosir
	Lain-lain

	
	
	Bahan
	Hasil 
	Emas
	Elek-
	Lain-
	Bahan
	Hasil
	Emas
	Elek-
	Lain-
	Bahan
	Hasil
	Emas
	Elek-
	Lain-
	Bahan 
	Hasil
	Emas
	Elek-
	Lain-

	
	
	Pokok
	Bumi
	
	Tronik
	Lain
	Pokok
	Bumi
	
	tronik
	lain
	Pokok
	Bumi
	
	tronik
	Lain
	Pokok
	Bumi
	
	tronik
	lain

	1
	Belakang Lintas
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70.00
	-
	-
	-
	-
	20.00

	2
	Pemuda
	-
	-
	-
	-
	11.11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	77.78
	-
	-
	-
	-
	11.11

	3
	Imam Bonjol
	10.00
	-
	-
	30.00
	50.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Permindo
	10.00
	-
	-
	-
	60.00
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	10.00
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Ratulangi
	-
	-
	-
	-
	55.55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11.11
	22.22
	-
	-
	-
	11.11
	-

	6
	Blk Benteng
	-
	12.50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	75.00
	-
	-
	12.50
	-

	7
	Fase
	-
	-
	10.00
	-
	70.00
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Psr Raya Barat
	12.50
	-
	12.50
	25.00
	25.00
	-
	-
	-
	-
	-
	12.50
	-
	-
	12.50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Psr Raya II
	-
	-
	-
	-
	60.00
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-
	30.00
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Blok A
	-
	-
	-
	44.4
	11.00
	-
	-
	-
	-
	11.11
	-
	-
	-
	11.11
	22.22
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Inpres
	50.00
	37.00
	-
	-
	12.50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	M.Yamin
	10.00
	-
	-
	30.00
	50.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Hiligoo
	10.00
	-
	-
	-
	60.00
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	10.00
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Pasar Baru
	-
	-
	-
	-
	22.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11.11
	55.55
	-
	-
	-
	11.11
	-

	
	Jumlah ...
	9.42
	5.07
	1.45
	8.70
	33.33
	-
	-
	-
	-
	1.45
	2.90
	-
	0.72
	5.80
	18.12
	1.45
	-
	-
	2.17
	9.42



Untuk keseluruhan koridor yang ada pada kawasan ini kondisi yang paling dominan 33,00 adalah sifat dagangan eceran dengan jenis dagangan lain-lain. Lihat pada gambar berikut :
Gambar 2 

Sifat Dagangan dikaitkan dengan Jenis Dagangan
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D. 3. Sifat dagangan dikaitkan dengan daerah asal dari barang dagangan

 Sifat dagangan dikaitkan dengan Daerah asal dari barang dagangan terdiri dari eceran dan grosir sedangkan asal barang dagangan terdiri dari dalam maupun luar kota. Di koridor Belakang Lintas sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 70,00 adalah eceran dan grosir dengan asal dagangan dari luar Propinsi Sumatera Barat. Barang dagangan yang diperjualbelikan di kawasan ini seperti bahan bangunan, onderdil kendaraan, alat kebutuhan rumah tangga mayoritas didatangkan dari daerah lain di luar regional Sumatera Barat. Di koridor Pemuda sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 66,67 adalah eceran dan grosir asal barang dagangan luar propinsi. Barang dagangan seperti furniture yang diperjualbelikan di kawasan ini didatangkan dari daerah lain di luar regional Sumatera Barat. Dua kawasan ini menunjukkan bahwa perdagangan di kawasan ini sudah memiliki tingkatan jaringan kolektivitas barang dagangan yang cukup tinggi. 
Di koridor Imam Bonjol sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 80,00 adalah eceran asal barang dagangan luar propinsi. Barang dagangan seperti elektronik, pakaian, alat olah raga, rumah makan, dan onderdil kendaraan, yang diperjualbelikan dikawasan ini didatangkan dari daerah lain di luar regional Sumatera Barat. Di koridor Permindo sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 40,00 adalah eceran dengan asal dagangan dari luar Propinsi. Barang dagangan seperti alat kebutuhan kantor, kebutuhan sekolah, pakaian, onderdil kendaraan, elektronik dan alat-alat rumah tangga yang diperjualbelikan di kawasan ini didatangkan dari daerah lain di luar regional Sumatera Barat. Di koridor Ratulangi sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 33,33 adalah eceran dan grosir dengan asal barang dagangan luar propinsi. Barang dagangan seperti onderdil kendaraan dan pakaian yang diperjualbelikan di kawasan ini didatangkan dari daerah lain di luar regional Sumatera Barat. Ketiga kawasan ini menunjukkan bahwa perdagangan di kawasan ini sudah memiliki tingkatan jaringan kolektivitas barang dagangan yang cukup tinggi.

Di koridor Belakang Benteng sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 87,50 eceran dengan asal barang dagangan dalam kota. Barang dagangan seperti bahan pokok yang diperjualbelikan di kawasan ini didatangkan dari dalam kota Padang. Di koridor Fase I sampai dengan Fase VII  sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 50,00 adalah eceran dengan asal barang dagangan luar kota dalam propinsi. Di koridor Inpres sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 80,00 adalah eceran dengan asal barang dagangan luar kota dalam propinsi. Dari dua kawasan tersebut, dapat dilihat bahwa barang dangan umumnya berasal dari luar kota Padang namun masih berada dalam Propinsi Sumatera Barat. 
Dikoridor Pasar Raya Barat sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 37,50 adalah eceran dengan asal barang dagangan luar propinsi. Di koridor Blok A sifat  dagangan yang dominan yaitu sebesar 33,00 adalah eceran dengan asal barang dagangan luar propinsi. Hal ini menunjukkan bahwa di dua kawasan ini sifat dagangan eceran masih belum mendominasi namun untuk asal barang dagangannya sudah mulai beragam karena berasal dari kota-kota luar Propinsi Sumatera Barat. Di koridor Pasar Raya II sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 50,00 adalah eceran dan grosir dengan asal barang dagangan luar propinsi. Di koridor Pasar Baru sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 55,55  adalah eceran dan grosir dengan asal barang dagangan luar propinsi. Hal ini menunjukkan bahwa di dua kawasan ini didominasi oleh sifat dagangan eceran dan grosir dengan asal barang dagangannya sudah mulai beragam karena berasal dari kota-kota luar Propinsi Sumatera Barat. 
Di koridor M.Yamin sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 80,00 adalah eceran dengan asal barang dagangan luar propinsi. Di koridor Hiligoo sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 60,00 adalah eceran dengan asal barang dagangan dari luar propinsi. Hal ini menunjukkan bahwa di dua kawasan ini didominasi oleh sifat dagangan eceran dengan asal barang dagangannya sudah mulai beragam karena berasal dari kota-kota luar Propinsi Sumatera Barat. Dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4 

Sifat dagangan dikaitkan dengan Daerah asal dari barang dangangan

	No
	Koridor
	Eceran
	Grosir
	Eceran dan Grosir
	Lain-lain

	
	
	Dalam
	Luar Kota
	Luar 


	Lain-
	Dalam
	Luar Kota
	Luar
	Lain-
	Dalam
	Luar Kota
	Luar
	Lain-
	Dalam 
	Luar Kota
	Luar
	Lain-

	
	
	Kota
	Dlm Prop
	Prop
	Lain
	Kota
	Dlm Prop.
	Prop
	lain
	Kota
	Dlm 

Prop
	Prop
	Lain
	Kota
	Dlm Prop
	Prop
	lain

	1
	Belakang Lintas
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70.00
	-
	-
	-
	10.00
	10.00

	2
	Pemuda
	-
	-
	-
	11.11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66.67
	11.11
	-
	-
	-
	11.11

	3
	Imam Bonjol
	-
	10.00
	80.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Permindo
	-
	-
	30.00
	40.00
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	20.00
	10.00
	-
	-
	-
	-

	5
	Ratulangi
	-
	-
	11.11
	11.11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33.33
	-
	11.11
	-
	22.22
	11.11

	6
	Blk Benteng
	-
	12.50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	87.50
	-
	-
	-

	7
	Fase
	-
	50.00
	10.00
	20.00
	-
	10.00
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Psr Raya Barat
	-
	37.50
	12.50
	25.00
	-
	-
	-
	-
	12.50
	-
	12.50
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Psr Raya II
	-
	-
	50.00
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-
	20.00
	20.00
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Blok A
	-
	22.22
	33.33
	-
	-
	-
	-
	11.11
	-
	-
	22.22
	11.11
	-
	-
	-
	-

	11
	Inpres
	10.00
	80.00
	5.00
	5.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	M.Yamin
	-
	10.00
	80.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-
	-

	13
	Hiligoo
	-
	-
	30.00
	40.00
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	20.00
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Pasar Baru
	-
	-
	11.11
	11.11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33.33
	-
	11.11
	-
	22.22
	11.11

	
	Jumlah ...
	-
	21.01
	24.64
	12.32
	-
	0.72
	-
	0.72
	2.72
	3.62
	20.29
	2.90
	2.90
	-
	3.62
	6.52



Untuk keseluruhan koridor yang ada pada kawasan ini kondisi yang paling dominan 24,00 adalah sifat dagangan eceran dari luar propinsi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3 

Sifat dagangan dikaitkan dengan Daerah 
asal dari barang dagangan 
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D.4. Sifat dagangan dikaitkan dengan bentuk pengelolaan kawasan pasar yang diinginkan pedagang. 
Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5 

Sifat dagangan dikaitkan dengan Bentuk Pengelolaan Kawasan Pasar 

Yang Diinginkan Pedagang

	No
	Koridor
	Eceran
	Grosir
	Eceran & Gosir
	Lain-lain

	
	
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola

	
	
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3

	1
	Belakang Lintas
	10.00
	-
	-
	-
	40.00
	30.00
	10.00
	10.00

	2
	Pemuda
	-
	11.11
	-
	-
	55.56
	22.22
	11.11
	-

	3
	Imam Bonjol
	80.00
	10.00
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-

	4
	Permindo
	60.00
	10.00
	
	-
	30.00
	-
	-
	-

	5
	Ratulangi
	22.22
	-
	-
	-
	22.22
	11.11
	44.44
	-

	6
	Blk Benteng
	12.50
	-
	-
	-
	-
	-
	87.50
	-

	7
	Fase
	80.00
	-
	10.00
	-
	10.00
	-
	-
	-

	8
	Psr Raya Barat
	50.00
	25.00
	-
	-
	25.00
	-
	-
	-

	9
	Psr Raya II
	37.50
	12.50
	-
	-
	37.50
	12.50
	-
	-

	10
	Blok A
	55.56
	-
	11.11
	-
	33.33
	-
	-
	-

	11
	Inpres
	80.00
	10.00
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	M.Yamin
	80.00
	10.00
	-
	-
	10.00
	-
	-
	-

	13
	Hiligoo
	60.00
	10.00
	-
	-
	30.00
	-
	-
	-

	14
	Pasar Baru
	22.22
	-
	-
	-
	22.22
	11.11
	44.44
	-

	
	Jumlah
	51.47
	5.88
	1.47
	-
	22.06
	5.88
	12.50
	0.74


Dari tabel di atas terlihat bahwa Di koridor Belakang Lintas sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 40,00 adalah eceran dan grosir bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu. Begitu juga dengan di koridor Pasar Raya Barat sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 50,00 adalah eceran bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu dan koridor Pasar Baru sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 44,44 adalah eceran bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa di tiga kawasan ini dengan sifat dagangan eceran, maka masyarakat masih bisa membeli dalam jumlah kecil dan menginginkan adanya pengelolaan yang lebih baik untuk kawasan tersebut, namun kondisi tersebut belum mendominasi untuk kawasan ini.

Lain halnya dengan kawasan di koridor Blok A sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 55,56 adalah eceran bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu, di koridor Hiligoo sifat dgangan yang dominan  yaitu sebesar 60,00 adalah eceran bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu dan di koridor Permindo sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 60,00 adalah eceran bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu. Begitu juga di koridor Imam Bonjol sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 80,00 adalah eceran bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu. 
Di koridor Belakang Benteng sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 87,50  eceran bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu. Di koridor Fase sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 80,00 adalah eceran bentuk pengelolaan yang diinginkan secara tepadu. Di koridor M.Yamin sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 80,00 adalah eceran bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu. Di koridor Inpres sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 100,00 adalah eceran dengan bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu atau dengan kata lain sifat perdagangan yang ada adalah eceran dan semua pedagang menginginkan adanya pengelolaan yang terpadu pada kawasannya.  
Di koridor Pasar Raya II sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 37,50 adalah eceran dan grosir dengan bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu. Begitu juga di koridor Pemuda, sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 55,56 adalah eceran dan grosir bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu. Lain halnya dengan koridor Ratulangi dimana sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 44,44 adalah lain-lain bentuk pengelolaan yang diinginkan secara terpadu. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat dilihat pada gambar  sebagai berikut :
Gambar 4 

Sifat dagangan dikaitkan dengan Bentuk pengelolaan 

kawasan pasar yang diinginkan pedagang
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D. 5. Jenis dagangan dikaitkan dengan bentuk pengelolaan kawasan pasar yang diinginkan pedagang.


Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 6 

Jenis dagangan dikaitkan dengan Bentuk pengelolaan kawasan pasar 

Yang diinginkan pedagang
	No
	Koridor
	Bahan Pokok
	Hasil Bumi
	Emas
	Elektronik
	Lain-lain

	
	
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola

	
	
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3

	1
	Belakang Lintas
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60.00
	40.00

	2
	Pemuda
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66.67
	33.33

	3
	Imam Bonjol
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-
	30.00
	-
	70.00
	10.00

	4
	Permindo
	20.00
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	60.00
	10.00

	5
	Ratulangi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20.00
	-
	70.00
	10.00

	6
	Blk Benteng
	25.00
	-
	12.50
	-
	-
	-
	12.50
	-
	50.00
	-

	7
	Fase
	-
	-
	-
	-
	20.00
	-
	-
	-
	80.00
	-

	8
	Psr Raya Barat
	25.00
	-
	-
	-
	12.50
	-
	12.50
	25.00
	25.00
	-

	9
	Psr Raya II
	-
	12.50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	75.00
	12.50

	10
	Blok A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	55.56
	-
	44.44
	-

	11
	Inpres
	50.00
	-
	37.50
	-
	-
	-
	-
	-
	12.50
	-

	12
	M.Yamin
	10.00
	-
	-
	-
	-
	-
	40.00
	-
	40.00
	10.00

	13
	Hiligoo
	20.00
	-
	-
	-
	-
	-
	10.00
	-
	60.00
	10.00

	14
	Pasar Baru
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20.00
	-
	70.00
	10.00

	
	Jumlah ...
	13.04
	0.72
	5.07
	-
	2.17
	-
	15.22
	1.45
	52.17
	10.14


Dari tabel di atas terlihat bahwa di koridor Belakang Lintas jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 60,00 adalah Bahan Bagunan, Onderdil kendaraan, Alat kebutuhan rumah tangga dan sebagainya yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain dan ingin kawasan pasar dikelola secara terpadu. Di koridor Imam Bonjol jenis dagangan yang dominan  yaitu sebesar 70.00 antara lain elektronik, pakaian, alat olah raga, rumah makan, onderdil kendaraan, jasa yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain dan ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Permindo jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 60,00 jenis dagangan Alat kebutuhan kantor, kebutuhan sekolah, pakaian, onderdil kendaraan, elektronik dan alat-alat rumah tangga yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain dan ingin kawasan dikelola secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tingkat heterogenitas dan kolektivitas barang dagangan yang tinggi. 
Di koridor Hiligoo jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 60,00 dengan jenis dagangan yang beragam antara lain sepatu, pakaian, elektronik alat kantor dan jasa yang kesemuanya dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain ingin dikelola secara terpadu. Di koridor Pemuda jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 66,67 furniture dan jasa yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain dan ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Ratulangi jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 70,00 jenis dagangan onderdil kendaraan, pakaian, jasa yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain dan ingin kawasan dikelola secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa di tiga kawasan tersebut dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik dan terpadu.

Di koridor Fase sifat dagangan yang dominan yaitu sebesar 80,00 dagangan pakaian, pecah belah, alat rumah tangga, asesories. Khusus untuk laintai 2 adalah jasa seperti salon, taman bacaan, perkantoran dan pasar burung. Jenis dagangan ini dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain dan ingin kawasan dikelola secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa di dua kawasan tersebut terdapat adanya kegiatan jasa dan perkantoran yang berkembang di antara kegiatan perdagangan sehingga dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik dan terpadu. Di koridor Pasar Raya Barat jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 25,00 adalah bahan-bahan bangunan, elektronik, furniture yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor M.Yamin jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 40,00 adalah Onderdil kendaraan, bahan bangunan, peralatan pertanian, yang dikelompokkan pada jenis dagangan   lain-lain ingin kawasan dikelola secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa jenis barang dagangan kebutuhan non primer (lain-lain) belum mendiminasi kawasan. 
Di koridor Pasar Raya II jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 75,00 jenis dagangan pakaian, sepeda, mainan anak, alat rumah tangga yang dikelompokan pada jenis dagangan lain-lain dan ingin kawasan dikelola terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa jenis barang dagangan kebutuhan non primer (lain-lain) sangat mendominasi kawasan. Berbeda dengan yang terdapat di koridor Blok A jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 44,44 adalah elektronik dan ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Inpres jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 50,00 adalah bahan pokok dan ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Belakang Benteng  jenis dagangan yang dominan yaitu sebesar 50,00 bahan pokok dan ingin kawasan dikelola secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa di tiga kawasan  ini terdapat jenis barang dagangan yang homogen. 
Begitu juga halnya dengan yang terdapat  di koridor Pasar Baru, sifat dagangan yang dominan yaitu 70,00 jenis dagangan onderdil kendaraan, rumah makan, percetakan, dan kebutuhan rumah tangga seperti karpet yang dikelompokkan pada jenis dagangan lain-lain ingin kawasan dikelola secara terpadu. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat di lihat pada gambar sebagai berikut :
Gambar 5 

Jenis dagangan dikaitkan dengan Bentuk pengelolaan kawasan pasar 

yang diinginkan pedagang
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D. 6. Daerah asal dagangan dikaitkan dengan bentuk pengelolaan kawasan pasar yang diinginkan pedagang
Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 7 

Daerah Asal Dagangan dikaitkan dengan Bentuk Pengelolaan 

Kawasan Pasar yang diinginkan pedagang
	No
	Koridor
	Dalam Kota
	Luat Kt Dlm Prop
	Luar Prop
	Lain-lain

	
	
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola
	Dikelola

	
	
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3
	Terpadu
	K-3

	1
	Belakang Lintas
	-
	-
	-
	-
	50.00
	30.00
	10.00
	10.00

	2
	Pemuda
	-
	-
	-
	-
	44.44
	22.22
	22.22
	11.11

	3
	Imam Bonjol
	-
	-
	10.00
	-
	70.00
	10.00
	10.00
	-

	4
	Permindo
	-
	-
	10.00
	-
	50.00
	-
	30.00
	10.00

	5
	Ratulangi
	10.00
	-
	-
	-
	50.00
	10.00
	30.00
	-

	6
	Blk Benteng
	25.00
	-
	12.50
	-
	-
	-
	62.50
	-

	7
	Fase
	-
	-
	70.00
	-
	10.00
	-
	20.00
	-

	8
	Psr Raya Barat
	12.50
	-
	25.00
	12.50
	25.00
	-
	12.50
	12.50

	9
	Psr Raya II
	-
	-
	12.50
	12.50
	50.00
	12.50
	12.50
	-

	10
	Blok A
	-
	-
	22.22
	-
	55.56
	-
	22.22
	-

	11
	Inpres
	-
	-
	100.00
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	M.Yamin
	-
	-
	10.00
	-
	70.00
	10.00
	10.00
	-

	13
	Hiligoo
	-
	-
	10.00
	-
	50.00
	-
	30.00
	10.00

	14
	Pasar Baru
	10.00
	-
	-
	-
	50.00
	10.00
	30.00
	-

	
	Jumlah ...
	3.62
	-
	23.91
	1.45
	39.86
	7.25
	20.20
	3.62


Dari tabel di atas terlihat bahwa pada koridor Belakang Lintas secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 50,00 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Begitu juga halnya dengan yang terjadi di Pemuda secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 44,44 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor permindo secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 50,00 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Ratulangi secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 50,00 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu.

Di koridor Pasar Raya II secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 50,00 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Hiligoo secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 50,00 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Pasar Baru secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 50,00 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Blok A secara umum asal dagangan dari Luar Propinsi 55,56 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa di semua kawasan tersebut terdapat jenis barang dagangan yang beragam karena berasal dari semua kota-kota luar Propinsi Sumatera Barat. 
Sama halnya dengan yang terdapat di koridor M.Yamin secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 70,00 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Imam Bonjol secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 70,00 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Belakang Benteng secara umum asal dagangan dari luar Propinsi, luar kota dan dalam kota (lain-lain) sebesar 62,50 menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa di kawasan ini terdapat tingkat keragaman jenis barang dagangan sangat tinggi karena berasal dari berbagai daerah baik di dalam maupun luar Propinsi Sumatera Barat. 
Lain halnya dengan di koridor Fase karena secara umum asal dagangan dari luar kota Padang 70,00 dan menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Pasar Raya Barat secara umum asal dagangan dari luar Propinsi 25,00 dan dari luar kota dalam Propinsi 25,00 menginginkan kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Inpres secara umum asal dagangan dari luar kota Padang namun dalam Propinsi 100,00 menginginkan kawasan didkelola secara terpadu. Dari seluruh kawasan ini dapat di lihat bahwa semua pedagang mengharapkan adanya sistem pengelolaan yang lebih baik dan terpadu untuk kawasan pasar umumnya. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :   

Gambar 6 

Daerah Asal Dagangan di Kaitkan dengan Bentuk Pengelolaan 
Kawasan Pasar yang diinginkan Pedagang
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D. 7. Keberadaan organisasi yang menaungi pedagang dikaitkan dengan pemahaman pedagang terhadap instansi pengelola pasar

Bahwa berkaitan dengan adanya proses pengelolaan kawasan pasar yang dilakukan oleh suatu organisasi formal maupun nonformal, maka pedagang merasa perlu untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengelolaan yang baik dan terpadu sehingga terwujudnya suatu kondisi yang lebih baik di pasar. Organisasi nonformal yang ada merupakan kumpulan dari pedagang-pedagang di suatu blok/koridor, sedangkan organisasi formal merupakan suatu instansi pemerintah. Dari keberadaan kedua organisasi pengelolaan pasar tersebut di peroleh bahwa di koridor Belakang Lintas secara umum pedagang 70.00 mempunyai organisasi nonformal dan merasakan tidak dikelola oleh Dinas Pasar, namun 30,00 merasa lingkungan mereka di bawah pengelolaan Dinas Pasar. Seperti halnya di Belakang Lintas, pedagang di jalan Pemuda 88,89 merasakan bahwa mereka belum dikelola Dinas Pasar, namun sudah punya organisasi nonformal, sementara 11,11 merasa di bawah Dinas Pasar dan tidak punya organisasi nonformal. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya pedagang terlupakan oleh Pemerintah Daerah. 
Di koridor Imam Bonjol 90,00 pedagang merasa tidak dikelola Dinas Pasar, namun sudah punya organisasi nonformal, sementara 10,00 merasa di bawah pengelolaan Dinas Pasar. Di koridor Permindo, sama halnya dengan koridor Imam Bonjol 90.00% pedagang merasa tidak dikelola Dinas Pasar, namun sudah punya organisasi nonformal, sementara 10.00  merasa di bawah pengelolaan Dinas Pasar. Hal ini juga menunjukkan bahwa umumnya pedagang terlupakan oleh Pemerintah Daerah. Di koridor Ratulangi 50,00 pedagang sudah mempunyai organisasi nonformal, namun pedagang meyaniki bahwa tidak dikelola Dinas Pasar, sementara 40,00 merasa dikelola di bawah Dinas Pasar. Sementara di koridor Belakang benteng 75,00 pedagang belum punya organisasi dan merasa tidak dikelola oleh Dinas Pasar. Hal ini menunjukkan bahwa di dua kawasan ini umumnya belum adanya pengelolaan baik oleh suatu organisasi formal maupun nonformal.

Di koridor Fase 80,00 pedagang merasa belum punya organisasi informal, namun seluruhnya sudah dikelola oleh Dinas Pasar. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya pedagang di kawasan ini seluruhnya langsung dikelola oleh pemerintah, sedangkan di koridor Pasar Raya Barat 100,00 pedagang merasa punya organisasi informal, dan seluruhnya sudah dikelola oleh Dinas Pasar. Di koridor Blok A 100,00% pedagang merasa punya organisasi informal, dan seluruhnya sudah dikelola oleh Dinas Pasar. Di koridor Inpres 100,00% pedagang merasa punya organisasi nonformal, dan seluruhnya sudah dikelola oleh Dinas Pasar. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya pedagang di kawasan ini seluruhnya mempunyai suatu organisasi nonformal dan semuanya tersebut langsung oleh pemerintah. 
Di koridor Pasar Raya II 70,00%  punya organisasi nonformal, namun belum dikelola Dinas Pasar, sementra 20,00 merasa tidak punya organisasi nonformal namun merasa di bawah pengelolaan Dinas Pasar. Di koridor Pasar Baru 50,00 pedagang merasa punya organisasi nonformal, namun belum dikelola Dinas Pasar. Sementara 40,00 tidak punya organisasi nonformal namun dikelola Dinas Pasar. Di koridor M.Yamin 90,00 pedagang merasa punya organisasi nonformal, namun belum dikelola Dinas Pasar. Di koridor Hiligoo 90,00 pedagang merasa punya organisasi nonformal, namun belum dikelola Dinas Pasar. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya pedagang terlupakan oleh Pemerintah Daerah dan  pengelolaan kawasan hanya dilakukan oleh persatuan pedagang yang berbentuk suatu organisasi nonformal. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat di lihat pada gambar dan tabel sebagai berikut :     

Gambar 7 

Keberadaan organisasi yang menaungi pedagang dikaitkan dengan Pemahaman pedagang terhadap instansi pengelola pasar
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Tabel 8 

Keberadaan organisasi yang menaungi pedagang dikaitkan dengan Pemahaman pedagang terhadap instansi pengelola pasar
	No
	Koridor
	Punya Organisasi
	Belum Punya Organisasi

	
	
	Dikelola 

Dinas
	Tidak

dikelola
	Dikelola

Dinas
	Tidak

Dikelola

	
	
	
	
	
	

	1
	Belakang Lintas
	-
	70.00
	-
	30.00

	2
	Pemuda
	-
	88.89
	-
	11.11

	3
	Imam Bonjol
	10.00
	90.00
	-
	-

	4
	Permindo
	-
	90.00
	-
	10.00

	5
	Ratulangi
	-
	50.00
	10.00
	40.00

	6
	Blk Benteng
	-
	25.00
	-
	75.00

	7
	Fase
	20.00
	-
	80.00
	-

	8
	Psr Raya Barat
	100.00
	-
	-
	-

	9
	Psr Raya II
	70.00
	10.00
	20.00
	-

	10
	Blok A
	100.00
	-
	-
	-

	11
	Inpres
	100.00
	-
	-
	-

	12
	M.Yamin
	10.00
	90.00
	-
	-

	13
	Hiligoo
	-
	90.00
	-
	10.00

	14
	Pasar Baru
	-
	50.00
	10.00
	40.00

	
	Jumlah ...
	31.43
	45.71
	8.57
	14.29


D. 8. Keberadaan organisasi yang menaungi pedagang dikaitkan dengan bentuk pengelolaan kawasan pasar yang diinginkan pedagang
Berkaitan dengan adanya proses pengelolaan kawasan pasar yang dilakukan oleh suatu organisasi formal maupun nonformal, maka pedagang merasa perlu untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengelolaan yang baik dan terpadu sehingga terwujudnya suatu kondisi yang lebih baik di pasar. Organisasi nonformal yang ada merupakan kumpulan dari pedagang-pedagang di suatu blok/kridor, sedangkan organisasi formal merupakan suatu instansi pemerintah. Namun dari bentuk pengelolaan kawasan pasar tersebut masih terdapat juga keinginan lain dari para pedagang dalam hal pengelolaan pasar. Hal tersebut dapat kita lihat dari keberadaan organisasi  yang mengaungi pedagang, pada koridor belakang Lintas 50,00 pedagang yang mempunyai organisasi nonformal ingin kawasan dikelola secara terpadu.

Di koridor Belakang Lintas 55,53 pedagang yang mempunyai organisasi nonformal ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor permindo 50,00 pedagang yang mempunyai organisasi nonformal ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor ratulangi 55,53 pedagang yang mempunyai organisasi nonformal ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Pasar Baru 50,00 pedagang yang mempunyai organisasi nonformal ingin kawasan dikelola secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa di tiga kawasan tersebut umumnya sebagian pedagang menginginkan dilakukannya pengelolaan secara lebih baik dan terorganisir khususnya oleh Pemerintah Daerah karena saat ini baru dilakukan oleh suatu organisasi perkumpulan para pedagang. Begitu juga halnya dengan yang terdapat di koridor Pemuda 75,00 pedagang yang belum mempunyai organisasi nonformal ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor M.Yamin 90,00% pedagang yang mempunyai organisasi formal ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Hiligoo 90,00 pedagang mempunyai organisasi nonformal ingin kawasan dikelola secara terpadu. Di koridor Imam Bonjol 90,00 pedagang yang mempunyai organisasi informal iangin kawasan dikelola secara terpadu. Hal ini juga menunjukkan bahwa di kawasan tersebut umumnya seluruh pedagang menginginkan dilakukannya pengelolaan secara lebih baik dan terorganisir khususnya oleh Pemerintah Daerah karena saat ini hanya baru dilakukan oleh suatu organisasi perkumpulan para pedagang. 
Berbeda dengan di koridor Fase, Pasar Raya Barat, Inpres Blok A secara umum menginginkan kawasan dikelola secara terpadu, masing-masing 80,00,, 50,00 dan 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa di kawasan ini para pedagang juga mengharapkan adanya pengelolaan kawasan pasar yang lebih baik dan terpadu oleh pemerintah walaupun saat ini kawasan tersebut sudah dikelola oleh Dinas Pasar, perlu adanya peningkatan kualitas tingkat pengelolaan kawasan oleh Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut :

Gambar 8

Keberadaan organisasi yang menaungi pedagang dikaitkan dengan Bentuk pengelolaan kawasan pasar yang diinginkan pedagang
[image: image9.jpg]ORGANISASI VS PENGELOLAAN

8%

O Punya Organisasi Dikelola Terpadu
M Punya Organisasi Dikelola K-3
OBelum Punya Organisasi Dikelola Terpadu

OBelum Punya Organisasi Dikelola K-3




Tabel 9

Keberadaan organisasi yang menaungi pedagang dikaitkan dengan Bentuk pengelolaan kawasan pasar yang diinginkan pedagang
	No
	Koridor
	Punya Organisasi
	Belum Punya Organisasi

	
	
	Dikelola 
Terpadu
	Dikelola
K-3
	Dikelola
Terpadu
	Dikelola
K-3

	
	
	
	
	
	

	1
	Belakang Lintas
	50.00
	20.00
	10.00
	20.00

	2
	Pemuda
	55.56
	33.33
	11.11
	-

	3
	Imam Bonjol
	90.00
	10.00
	-
	-

	4
	Permindo
	90.00
	-
	-
	10.00

	5
	Ratulangi
	50.00
	-
	40.00
	10.00

	6
	Blk Benteng
	25.00
	-
	75.00
	-

	7
	Fase
	20.00
	-
	80.00
	-

	8
	Psr Raya Barat
	75.00
	25.00
	-
	-

	9
	Psr Raya II
	50.00
	25.00
	25.00
	-

	10
	Blok A
	100.00
	-
	-
	-

	11
	Inpres
	100.00
	-
	-
	-

	12
	M.Yamin
	90.00
	10.00
	-
	-

	13
	Hiligoo
	90.00
	-
	-
	10.00

	14
	Pasar Baru
	50.00
	-
	40.00
	10.00

	
	Jumlah ...
	68.84
	7.79
	18.84
	4.35


Sumber : Hasil Analisis Terhadap Kuesioner September 2004
Dari sisi lain penulis melakukan penelitian di Dinas Pasar dengan cara melakukan wawancara, pertama menurut Bapak Jasman
 selaku kepala bagian Kasi  Pendapatan, Pelaporan dan Evaluasi Dinas Pasar Raya Kota Padang bahwa isi dari pengelolaan Pasar tersebut adalah tentang kebersihan, keamanan, ketertiban. 
Dalam uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar
 terdapat pada bagian kelima tentang bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban yang terdapat dalam pasal 15 yang berbunyi yaitu : (1) Bidang Kebersihan , Keamanan, dan Ketertiban dipimpin oleh seseorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, (2) Bidang Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pembinaan, keamanan, ketertiban, memelihara dan menjaga kebersihan taman-taman, jalan riol, gang dalam Pasar Raya serta mencegah timbulnya hal-hal yang mengganggu keamanan, ketertiban serta keselamatan dalam pasar, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar, (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kebersihan, keamanan dan ketertiban mempunyai fungsi : a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar; b. Menyelesaikan pertikaian/perselisihan antar pedagang dan atau pengusaha jasa dalam menjalankan usahanya dilingkungan pasar; c. Mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta bahaya kebakaran dalam lingkungan pasar; d. Membina dan mengarahkan personil keamanan dalam rangka pengawasan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar; e. Menertibkan para pedagang yang berjualan ditempat terlarang; f. Mengawasi dan melaksanakan kebersihan dalam Pasar Raya; g. Mengangkat dan membuang sampah, mulai dari tempat penyapuan, penumpukan sementara sampai pembuangan akhir; h. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kebersihan pasar; i. Mengangkat dan membuang sedimen yang berada dalam riol-riol di kawasan pasar; j. Memberikan  bimbingan dan penyuluhan tentang kebersihan dan keindahan kepada petugas dan pedagang, pengusaha jasa serta pengguna sarana dan prasarana pasar lainnya; k. Memelihara dan mengingatkan pengelola WC umum untuk menjaga K3 (ketertiban, kebersihan dan Keindahan); l. Menjaga dan memelihara taman-taman dikawasan pasar; m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh seseorang kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban. 

Dalam uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar tersebut ternyata belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masih banyak program-program yang belum terlaksanakan oleh Dinas Pasar Raya kota Padang. 

Dari masing-masing, kebersihan, kenyamanan dan ketertiban tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Kebersihan

a. Kebersihan Lokasi

Kebersihan di lokasi jalan Sandang Pangan begitu kumuh. Tidak adanya kesadaran dari pedagang untuk menerapkan kebersihan, terutama di lokasi/tempat pedagang itu sendiri. Di tambah lagi jika hari sudah hujan jalan tersebut menjadi becek. 

Menanggapi hal tersebut kebijakan dari Dinas Pasar sebagai pengelolaan pasar memang sudah adanya terlaksana melaksanakan gotong royong masal serta melibatkan para pedagang dalam membersihkan meja batu di lantai 2 Inpres I, II,dan III. Melengkapi fasilitas air bersih bagi pedagang Ikan dengan memasang instalasi dan Pompa Air Sanyo, tapi kenyataannya bagi pedagang ikan mengakibatkan jalan menjadi kotor dan kumuh. Apalagi bagi pedagang sayuran, membuang sampah secara membarangan. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) seenaknya saja meletakkan barang dagangannya baik di gang-gang atau disekitar  dalam pasar. Hal ini menunjukkan belum terkontrolnya pengawasan petugas kebersihan terhadap lingkungan pasar.

b. Kebersihan jenis barang dagangan

Secara garis besar jenis barang dagangan di Pasar Raya Padang umumnya bersih. Apalagi jenis dagangan sayuran, sayurannya begitu bersih, segar dan hijau pengunjung pasarpun banyak yang membeli. Ikannya begitu segar-segar. Semua kebutuhan pokok yang ada di Pasar Raya Padang terlihat bersih, sehat, dan berkualitas. Jika setiap jenis barang dagangan di Pasar Raya bersih, sehat dan berkualitas tentu masyarakatnya juga sehat terhindar dari macam penyakit. Apalagi di jaga oleh pihak kesehatan yaitu Balaipom mana barang dagangan yang pantas untuk di konsumsi dan mana yang tidak. Begitu juga kebutuhan primer semuanya terlihat bersih, dan berkualitas.

2) Pengelolaan Kenyamanan 

a. Kenyamanan dalam pengelolaan Listrik

Di lapangan sering terjadi pencurian arus listrik, pengrusakan alat pembatas listrik, penyambungan liar dan sebagainya. Maka menyingkapi  permasalahan dalam pengelolaan listrik pasar tersebut Dinas Pasar mengambil langkah adalah sebagai berikut : melaksanakan sanksi hukum dengan memberikan peringatan dan teguran terhadap pedagang yang menunggak pembayaran listrik,  membenahi sistem dan prosedur pelanggan baru. 

Dalam pengelolaan listrik tentu adanya hambatan yaitu dari segi jaringan listrik yang sudah tua, sehingga sangat tinggi kemungkinan kebocoran aliran listri, hampir 70% meteran tidak berfungsi secara optimal, tidak adanya alat pembatas, sehingga pihak PLN dalam menempatkan listrik yang terpakai dihitung saat beban puncak, kurangnya SDM yang profesional. 

b. Kenyamanan para pengunjung

Pengunjung pasar merasa kenyamanan di Pasar Raya Padang belum terealisasi dengan baik. Banyaknya kejadian-kejadian di lapangan seperti  : perampokan, pencopetan, dan lain-lain. Sehingga para pengunjung pasar merasa was-was terhadap barang bawaannya.  Padahal sudah adanya pos-pos keamanan di Pasar Raya Padang, tetapi masih banyaknya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

3) Pengelolaan Ketertiban

a. Ketertiban Pedagang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 tentang pengelolaan Pasar terdapat di sana dalam hal pemakaian tempat. Setiap pedagang ditertibkan oleh Dinas Pasar dalam memberikan fasilitas pasar salah satunya adalah pemakaian tempat. Dimana Dinas Pasar memberikan izin kepada pedagang untuk mendapatkan hak pakai atas fasilitas yang disediakan baik berupa toko, kios, los dan meja batu, sebagai pemegang hak pakai maka diberi tanda pemegang hak pakai berupa kartu kuning. Sehingga para pedagang dengan tertib melakukan aktivitasnya (berdagang), tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Karena masing-masing pedagang sudah ditentukan tempat/lokasi untuk mereka berdagang sesuai jenis dagangan mereka. Berbeda halnya dengan Pedagang Kaki Lima (PKL), mereka tidak memiliki tempat berdagang secara permanen. Akibatnya yang terjadi di lapangan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang dengan cara menyisip-nyisip jika ada tempat yang kosong, mereka masih menempati trotoar dan bahu jalan. Ketika Pedagang Kaki Lima melakukan aktivitasnya sebagai pedagang para petugas ketertiban dari Dinas Pasar menggusur para Pedagang Kaki Lima  (PKL) dengan cara kasar. Penulis melihat sendiri realita di lapangan, tidak adanya keramahan sedikitpun yang dilakukan para petugas ketertiban Dinas Pasar kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Keadaan ini terjadi di jalan sandang pangan dan depan Duta Merlin. 

Apalagi di jalan sandang pangan terjadinya kesemberautan di sana, para Pedagang Kaki Lima (PKL) sibuk memadati jalan sementara jalan sandang pangan tersebut juga dipadati dengan Angkutan Kota. Dinas Pasar memang sudah menyusun perencanaan dan simulasi penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di jalan Sandang Pangan yang di tempatkan pada lantai 2 Inpres I, II, dan III serta Fase IV dan Loket Bemo, namun kenyataannya belum terealisasi dengan baik.  

Mengingat keterbatasan lahan, maka untuk sementara waktu meningkatnya kondisi ketertiban, di sepanjang jalan Pasar Raya, maka khusus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) buah di depan Duta Merlin untuk sementara pedagang diizinkan berjualan satu lapis dan tidak mengganggu aktivitas parkir. Realita di lapangan Pedagang Kaki Lima (PKL)  buah di depan Duta Merlin menjadi dua (2) sampai tiga (3) lapis sehingga jalan menjadi macet. Di depan Koppas Plaza untuk sementara masih diizinkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 8 orang dengan batas  dari samping ram turun kendaraan sampai dengan toko mas Murni sebanyak satu lapis. Realita di lapangan sudah banyaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi  tersebut. Apalagi ketika sore hari para Pedagang Kaki Lima (PKL) sibuk memadati lahan/lokasi tersebut sehingga jalan menjadi macet. Begitu pula aktivitas parkir secara umum merasa terganggu dengan hal tersebut. 

b. Ketertiban Pengunjung

Realita di lapangan akibat dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sepanjang jalan utama Pasar Raya yaitu antara kawasan Blok A, depan Koppas Plaza dan depan Duta Merlin  meraka sibuk memadati jalan untuk melakukan aktivitas perdagangan, maka sangat berdampak pada pengunjung. Pengunjung juga terikut serta berduyun-duyun secara desak-desakkan untuk melihat jenis dagangan masing-masing para pedagang. Padahal jalan begitu sempit karena di kiri, kanan jalan sudah di tempati para pedagang, di tengah-tengah jalan banyak kendaraan yang lewat ditambahlagi jika ada kendaraan yang parkir. Tidak nampak lagi mana yang pedagang mana yang pengunjung suasana pasar menjadi kacau, di antara pengunjung sibuk memilih sesuai selera yang diinginkan ada yang berdiri ada yang duduk sementara pengunjung yang lainnya banyak yang melintasi jalan tersebut, sehingga pengunjung yang hanya melewati jalan tersebut merasa terganggu karena jalan begitu sempit. Disinilah terlihat tidak tertibnya para pengunjung pasar, tidak adanya rasa budaya antri, tidak mau bersabar apalagi memberi orang jalan untuk melewati jalan tersebut. Pengunjung pasar berdatangan dari daerah mana saja, karena Pasar Raya Padang sebagai pusat pasar di kota Padang.  

Untuk meningkatkan kondisi ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan pasar, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan fungsi petugas dengan memperbaiki sistem, sehingga petugas selalu berada di lapangan seperti petugas kebersihan yang selalu mengawasi  daerah lokasi kerjanya, petugas penertiban dilapangan sebelum pedagang kaki lima menempatkan barang dagangannya.

b. Memberdayakan pedagang untuk ikut aktif menciptakan K-3 di lingkungan pasar seperti pengadaan pot-pot bunga.

c. Mengembalikan fungsi taman-taman pasar yang selama ini sudah beralih fungsi oleh pedagang kaki lima, seperti taman di depan Fase VII.

d. Melaksanakan penertiban-penertiban rutin.

e. Membuat program bersih, dimana setiap pedagang wajib menyediakan tempat  sampah kecil serta membersihkan lokasi disekitar tempat berjualan. Khususnya bagi pedagang yang menghasilkan air limbah buangan wajib memisahkan sampah dengan air comberan sebelumnya di buang ke Drainase Pasar.

f. Melaksanakan sosialisasi K-3 dengan memanfaatkan seluruh komponen yang ada mulai dari sosialisasi rutin oleh petugas dengan pengeras suara, edaran-edaran, melalui Mobil Unit Dinas Infokom serta melalui rumah-rumah Ibadah, seperti di Mesjid-mesjid dan Mushalla.

Pada kawasan inti adalah Pasar Raya Barat, Fase, Inpres, Atom Shopping (daerah yang selama ini sudah dikelola Dinas Pasar) pelayanan kebersihannya dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pasar, sementara itu kawasan luar seperti koridor Pasar Baru, Permindo, Ratulangi, Pemuda, Belakang Lintas, M. Yamin, Hiligoo, Imam Bonjol, dan Belakang Benteng sudah mendapatkan pelayanan kebersihan dari Pemerintah Kota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kondisi  tersebut dapat dilihat sebagai peluang dilakukannya sistem pengelolaan kebersihan yang terintegrasi/terpadu yang dikelola oleh satu instansi guna menjamin efesiensi dan efektivitas pelaksanaan disekitar Pasar. 
Adapun Susunan Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari;

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Pengenbangan Pasar, terdiri dari; 

a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;

b. Seksi Penataan dan Kerjasama;

4. Bidang Pendapatan, terdiri dari; 

a. Seksi Penetapan dan Verifikasi;

b. Seksi Penagihan;

5. Bidang Kebersihan, keamanan dan Ketertiban, terdiri dari;

a. Seksi Trantib;

b. Seksi Kebersihan;

6. Bidang Pemeliharaan Bangunan, terdiri dari;

a. Seksi Saluran dan Drainase;

b. Seksi Gedung.

Di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2009
 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar pada bagian kedua tentang Bidang Pengembangan Pasar pada pasal 6 disebutkan : (1) Bidang Pengembangan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pengenbangan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan data asset pasar, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan asset pasar dan penataan kawasan pasar serta memberikan pertimbangan teknis dalam pemakaian, pemeliharaan, pengembangan, pendistribusian asset pasar serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang memberikan oleh Kepala Dinas. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian Pengembangan Pasar mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, mengolah atau menganalisa data asseta pasar; b. Perencanaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; c. Pemberian pertimbangan teknis pembangunan dan pemanfaatan melaksanakan proses administrasi pemakaian, pendistribusian asset pasar; d. Perencanaan, mengatur tata ruang dan pengembangan kawasan pasar; e. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan/penerimaan retribusi; f. Perencanaan terobosan dalam usaha menggali potensi dalam rangka penerimaan daerah; g. Pengelolaan dan melaksanakan pembangunan baru asset pasar; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Pengelolaan Retribusi Menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan Retribusi pasar adalah segala pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan pemberian izin tertentu oleh Kepala Daerah terhadap pengelolaan Pasar. Dengan melakukan berupa pemungutan retribusi sebagai imbalan atas jasa penyediaan fasilitas pasar. Adapun objek retribusi adalah seluruh fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pasar.

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati atau memanfaatkan failitas pasar dan atau memperoleh izin tertentu dari Kepala Daerah. Untuk pemakaian fasilitas pasar, tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan luas fasilitas pasar yang di pakai/dimanfaatkan oleh wajib retribusi . untuk pemberian izin tertentu tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai asset atau nilai jual/kontrak/kredit. 
 Pada BAB VI mengatur tentang Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi yang terdapat pada pasal 17 yaitu : 

(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk pemakaian fasilitas pasar ditetapkan berdasarkan lokasi dan kelas fasilitas pasar yang dipakai;

b. Untuk pemberian izin tertentu ditetapkan berdasarkan jenis izin tertentu yang diberikan.

(2) Besarnya retribusi terhutang untuk pemakaian fasilitas pasar dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa dan masa retribusi (RT = T x L x M)

(3) Besarnya retribusi terhutang untuk pemberian izin tertentu dihitung berdasarkan persentase dari nilai asset jual/kontrak/kredit.

(4) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

a. Pemakaian Fasilitas Pasar

1. Pasar Raya

a) Lantai I :

1) Kelas A sebesar Rp. 4.000,-/M2/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp. 3.500,-/M2/Bulan

3) Kelas C sebesar Rp. 2.750,-/M2/Bulan
b) Lantai II

1) Kelas A sebesar Rp. 1.600,-/M2/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp. 1.500,-/M2/Bulan

3) Ruang lepas sebesar Rp. 3.000,-/M2/Bulan

c) Lantai III

1) Kelas D sebesar Rp. 250,-/M2/Bulan

2) Ruang Lepas sebesar Rp. 1.750,-/M2/Bulan

d) Meja batu dan pelataran/los sebesar Rp.1.000,-/Hari/petak ukuran 1 x 1,5 M2
2. Inpres Pasar Raya :

 a) Kelas A sebesar Rp.4.750,-/M2/Bulan

b) Kelas B sebesar Rp. 4.500,-/M2/Bulan

3. Pasar Pembantu :


a) Kelas A sebesar Rp. 2.250,-/M2/Bulan


b) Kelas B sebesar Rp. 2.000,-/M2/Bulan

4. Inpres Pasar Pembantu

a) Lubuk Buaya

1) Kelas A sebesar Rp. 2.500,-/M2/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp. 2.250,-/M2/Bulan

a) Siteba

1) Kelas A sebesar Rp. 2.000,-/M2/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp. 1.750,-/M2/Bulan

b) Alai

1) Kelas A sebesar Rp. 3.000,-/M2/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp. 2.750,-/M2/Bulan

c) Bandar Buat

1) Kelas A sebasar Rp. 2.750,-/M2/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp. 2.500,-/M2/Bulan

d) Meja batu dan pelataran/los sebesar Rp. 1.000,-/hari/petak ukuran 1 x 1,5 M2
Menurut bapak Jasman selaku kepala bagian Kasi  Pendapatan, Pelaporan dan Evaluasi Dinas Pasar Raya Kota Padang bahwa retribusi terbagi dalam tiga (3) pembagian yaitu : 

1. Retribusi Penetapan

Yang termasuk dalam retribusi penetapan adalah : 

a. Retribusi Bulanan

Retribusi bulanan ditetapkan pada pedagang toko dan kios. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya tersebut dari beton dengan maksimal 100 m2, sedangkan kios adalah bangunan semi permanen yang sebahagian di buat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m2.
  Bagi si pemilik toko dan kios mempunyai kartu kuning sebagai tanda pemegang hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Sementara yang mempunyai kartu merah atau berupa kwitansi bagi pedagang yang menyewa/kontrak. 

Dari masing-masing toko dan kios berbeda besar retribusi yang dipungut karena berbeda kelas  berbeda pula besar retribusi dari masing-masing toko dan kios tersebut.

Berikut akan dijelaskan hasil wawancara penulis kepada pedagang Pasar Raya Padang.
 bahwa untuk toko kelas A lantai 1 Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai 1 yang menghadap ke jalan kelas I,II dan III, toko kelas B lantai1 Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai 1 yang terletak pada Gang, toko kelas C lantai 1 Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai 1 yang terletak pada bagian belakang. Dari uraian di atas dapat dijelaskan pada tabel sebagaimana berikut :

Tabel 10

Retribusi Bulanan Pasar Raya Padang
	No
	Daerah Pungutan Retribusi
	Tarif Kelas A
	Tarif Kelas B
	Tarif Kelas C

	
	
	Seharusnya
	Dibayarkan
	Seharusnya
	Dibayarkan
	Seharusnya
	Dibayarkan

	1
	Balai Baru 
	Rp. 192.000,-
	Rp. 250.000,-
	Rp. 140.000,-
	Rp. 200.000,-
	Rp.  33.000,-
	Rp.  50.000,-

	2
	Inpres I
	Rp.   57.000,-
	Rp.   80.000,-
	Rp.   40.500,-
	Rp.   60.000,-
	Rp.  22.500,-
	Rp.  24.000,-

	3
	Inpres II
	 Rp.   57.000,-      
	Rp.   82.000,-
	Rp.   22.500,-
	Rp.   32.000,-
	Rp.  45.000,-
	Rp.  45.000,-

	4
	Inpres III
	Rp.   57.000,-
	Rp. 120.000,-
	Rp.   33.750,-
	Rp.   38.000,-
	Rp.  45.000,-
	Rp.  47.500,-

	5
	Padang Teater
	Rp. 112.000,-
	Rp. 103.000,-
	Rp.   73.500,-
	Rp. 100,000,-
	Rp.  44.000,-
	Rp.  50.000,-

	6
	Fase I
	Rp. 112.000,-
	Rp. 112.000,-
	Rp.   73.500,-
	Rp.   80.000,-
	Rp.  44.000,-
	Rp.  50.000,-

	7
	Fase II
	Rp. 112.000,-
	Rp. 112.000,-
	Rp.   73.500,-
	Rp.   80.000,-
	Rp.  41.250,-
	Rp.  50.000,-

	8
	Fase III
	Rp. 112.000,-
	Rp. 112.000,-
	Rp.   73.500,-
	Rp. 103.650,-
	Rp.  41.250,-
	Rp.  50.000,-

	9
	Fase IV
	Rp. 112.000,-
	Rp. 112.000,-
	Rp.   73.500,-
	Rp.   80.000,-
	Rp.  41.250,-
	Rp.  40.000,-

	10
	Fase V
	Rp. 112.000,-
	Rp. 112.000,-
	Rp.   73.500,-
	Rp.   80.000,-
	Rp.  41.250,-
	Rp.  40.000,-

	11
	Fase VI
	Rp. 112.000,-
	Rp. 112.000,-
	Rp.   73.500,-
	Rp. 103.650,-
	Rp.  41.250,-
	Rp.  50.000,-

	12
	Fase VII
	Rp. 112.000,-
	Rp. 112.000,-
	Rp.   73.500,-
	Rp.   80.000,-
	Rp.  41.250,-
	Rp.  45.000,-

	13
	Blok A
	Rp.   64.000,-
	Rp.   65,000,-
	Rp.   56.000,-
	Rp.   60.000,-
	Rp.  33.000,-
	Rp.  40.000,-

	14
	Koppas Plaza
	Rp.   64.000,-
	Rp.   65.000,-
	Rp.   56.000,-
	Rp.   60.000,-
	Rp.  33.000,-
	Rp.  40.000,-

	15
	Duta Merlin
	Rp.   96.000,-
	Rp.   96.000,-
	Rp.   56.000,-
	Rp.   60.000,-
	Rp.  33.000,-
	Rp.  40.000,-


Berdasarkan tabel 10 di atas di ketahui bahwa retribusi bulanan yang di pungut di kawasan Pasar Raya Padang  terutama di lantai I pada toko, dan kios berdasarkan kelas A,B,C masing-masing memiliki perbedaan.  Berdasarkan bandingan pungutan retribusi yang seharusnya dengan yang dibayarkan terjadi tindakan menzalimi pedagang. Karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini membuktikan terjadinya tumpang tindih antara pungutan retribusi yang seharusnya dengan yang terjadi di kawasan Pasar Raya Padang. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi bulanan yang dipungut masing-masing pedagang di Pasar Raya Padang seolah-olah di patok sesuai keinginan petugas Dinas Pasar, tanpa mengindahkan tarif yang telah ditetapkan. 
b. Retribusi Harian
Berikut akan dijelaskan hasil wawancara penulis kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Raya Padang
 

Tabel 11

Retribusi harian Pasar Raya Padang
	No
	Jenis Pedagang
	Retribusi Harian
	Total

	
	
	Seharusnya
	Dibayarkan
	Pungutan Liar
	Pungutan

	1
	Pedagang A di Jalan Pasar Baru
	Rp. 1000,-
	Rp. 2000,-
	Payung =  Rp. 2.500,-
Parkir =  Rp. 2.000,-
	Rp. 6.500,-

	2
	Pedagang B di jalan Pasar Baru
	Rp. 1000,-
	Rp. 2000,-
	Payung = Rp.  3.000,-

Parkir =  Rp. 4.000,-

Keamanan =  Rp. 1.000,- 
	Rp. 10.000.-

	3
	Pedagang C dikawasan Fase
	Rp. 1000,-
	Rp. 2000,-
	Kebersihan = Rp. 1.000,-
Meja =  Rp. 5.000,-

Kebersihan =  Rp. 1.000,-
Keamanan =  Rp. 1.000,-
	 Rp. 10.000,-

	4
	Pedagang D dikawasan Inpres
	Rp. 1000,-
	Rp. 2000,-
	Payung =  Rp. 3.000,-
Keamanan =  Rp. 1.000,-

Kebersihan =  Rp. 1.000,-
	Rp. 7.000,-

	5
	Pedagang E dikawasan Padang Teater
	Rp. 1000,-
	Rp. 2000,-
	Keamanan =  Rp. 1.000,-
Kebersihan =  Rp. 1.000,-

Meja =  Rp. 5.000,-
	Rp. 9.000,-

	6
	Pedagang F dikawasan Blok A
	Rp. 1000,-
	Rp. 2000,-
	Parkir =  Rp. 4.000,-
Dilakukan 2 / 3 x pungutan
	Rp. 8.000,-

	7
	Pedagang G Komp. Duta Merlin
	Rp. 1000,-
	Rp. 2000,-
	Payung =  Rp. 4.000,-
Meja =  Rp. 3.000,-
	Rp. 9.000,-

	8
	Pedagang H dibawah Matahari
	Rp. 1000,-
	Rp. 7000,-
	Keamanan =  Rp. 1.000,-
	Rp. 8.000,-


Berdasarkan tabel 11 di atas diketahui bahwa retribusi harian di pungut oleh petugas Dinas Pasar Raya Padang terdiri atas uang karcis atau retribusi tambahan dengan pungutan liar, yang seharusnya pungutan liar ini tidak ada.  Berdasarkan Peraturan Daerah yang ada masing-masing Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Raya Padang dikenakan retribusi harian sebanyak Rp. 1.000,- per hari. Di sisni tidak disebutkan pembayaran uang-uang lain selain retribusi. Akan tetapi kenyataannya yang ada membuktikan bahwa terjadi pungutan retribusi lebih besar dari yang seharusnya yaitu sebanyak Rp. 2.000,- perhari. Apalagi pereka sampai dua atau tiga kali dikenakan pemungutan. Mereka juga dikenakan pungutan liar dengan berbagai jumlahnya. 
Dengan demikian diketahui bahwa pungutan retribusi harian di Pasar Raya Padang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena pungutan retribusi tersebut lebih besar dari yang seharusnya.

c. Retribusi Izin 

Yang termasuk dalam retribusi Izin adalah :

· Borg
Untuk izin penjaminan hak sebesar 1,5 % x jumlah kredit yang diperoleh. Maksudnya adalah seorang pedagang yang meminjam uang ke bank, maka si pedagang memburghkan kartu kuningnya ke pihak bank. Terlebih dahulu harus ada izin dari Dinas Pasar untuk memburghkan kartu kuning tersebut. 1,5 % dari nilai kredit di bayar ke Dinas Pasar, dan hal tersebut di luar dari bunga bank.

· Kontrak

Untuk izin peminjaman hak sebesar 5% x nilai kontrak per tahun. Maksudnya adalah pedagang A mengontrakkan sebuah tokonya ke padagang B, terlebih dahulu harus ada izin dari Dinas Pasar. 5% dari nilai kontrak pertahun di bayar ke Dinas Pasar. 

· Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas bangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik, mencakup seluruh aspek, sehingga mempunyai nilai tambah.

Untuk izin peningkatan kualitas bangunan 0,5% x nilai jual hak pakai. Maksudnya adalah a. Perubahan mejabatu menjadi kios harus ada izin dari Dinas Pasar. Dari nilai tersebut Rp.500.000,- per meter nilai untuk dalam Pasar Raya, sedangkan untuk luar Pasar Raya Rp. 250.000,- per meter. Semuanya di serahkan ke Dinas Pasar. b. Perombakan toko 0,5% x nilai jual. 

· BBN

Pengalihan hak pakai adalah penukaran/pemindahan nama pemegang hak pakai kepada pihak lain atas permintaan si pemegang hak pakai sendiri. Untuk izin peralihan hak sebesar 2 % x nilai jual hak pakai (nilai jual ditetapkan dengan SK. Walikota). Maksudnya adalah pedagang A melakukan pemindahan haknya ke pedagang B, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Dinas Pasar. 

Berdasarkan surat Edaran Pemerintah Kota Padang Dinas Pasar No. 511.2.1623.XI/Ps.2008 menyebutkan dalam rangka penertiban dan pembenahan Data Hak Pakai petak toko, kios, dan meja batu, di Pasar Kota Padang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar 
 menyebutkan bahwa : 

1. Bagi pemegang hak pakai yang belum mengurus kartu pemegang hak pakai dan telah habis masa berlaku kartu hak pakainya (kartu kuning) 5 (lima) tahun ke atas agar segera mengurus dan memperbaharui kartu hak pakainya (kartu kuning) guna untuk menjamin kepastian pemegang hak pakai yang sebenarnya.

2. Bagi pemegang hak pakai yang mengalihkan hak pakainya (menjual) kepada pihak lain wajib mengurus proses balik nama (BBN).

3. Bagi pemegang hak pakai yang melakukan peminjaman dan atau mengontrakkan petak toko, kios dan meja batu kepada pihak lain wajib mengurus izinnya ke Dinas Pasar.

4. Bagi pemegang hak pakai yang melakukan peningkatan kualitas dan perubahan bentuk wajib mengurus izinnya.

5. Untuk pelaksanaan pengurusan izin point 1 dan 4 tersebut agar dapat melampirkan : kartu pemegang hak pakai lama, fotocopy  KTP pemegang hak pakai, fotocopy KTP pembeli maupun peminjam, fotocopy bukti lunas retribusi bulanan, fotocopy bukti lunas rekening listrik, lunas PBB.  

Menurut Bapak Yuherim selaku kasi Penetapan
 pada Dinas Pasar kota Padang mengemukakan bahwa dalam melaksanakan penetapan retribusi harian, retribusi bulanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. Dinas Pasar dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan TUPOKSI ( Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas Pasar Kota Padang. Pasar Raya Padang terdiri dari Pasar Raya Barat ( Blok A sampai Blok E), Fase ( Fase 1 sampai Fase VII), Pasar Raya Timur ( Inpres 1 sampai Inpres III) dari masing- masing dari Pasar Raya, Fase dan Pasar Raya Timur dikelola oleh Kepala Resor yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

2. Retribusi Pelaksanaan

Yang termasuk dalam retribusi pelaksanaan adalah :

a. Penagihan

Yang termasuk dalam penagihan adalah :

1) Alat

Alat penagihan ini berupa surat tugas seperti kokarde, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi, Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda. 

2) Sumber Daya Manusia (Petugas)

Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku. Bagi pihak Dinas Pasar menetapkan sekitar 15 orang yang ditugasnya untuk memungut retribusi setiap pedagang (hal ini untuk petugas harian) sedangkan untuk petugas bulanan dilakukan oleh Kasi Penagihan/Bidang pendapatan. 

Pada bagian ketiga tentang Bidang Pendapatan pasal 9 menyebutkan bahwa (1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pendapatan mempunyai tugas mengolah, mempersiapkan, melaksanakan penetapan, pelaksanaan retribusi dan penerimaan serta mengevaluasi penerimaan retribusi. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, mengolah/menganalisa, serta menetapkan jumlah/besarnya retribusi penggunaan sarana dan prasarana pasar; b. Pelaksanaan proses penetapan dan penagihan retribusi; c. Pelaksanaan proses izin menempati toko, kios dan sarana prasarana pasar; d. Pelaksanaan penagihan serta melaksanakan proses administrasi pemungutan/penerimaan retribusi; e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran aturan yang berlaku dalam pelaksanaan retribusi; g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran aturan yang berlaku dalam pelaksanaan retribusi; h. Perencanaan terobosan dalam usaha menggali potensi dalam rangka penerimaan daerah; i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Tagihan

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan  jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. menurut jadwal yang diberikan oleh Dinas Pasar diberi waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Masa retribusi untuk pemakaian fasilitas pasar selain dari mejabatu dan pelataran/los ditetapkan selama satu bulan, sedangkan masa retribusi untuk mejabatu dan pelataran/los ditetapkan selama satu hari. 

Dalam Peraturan Walikota Padang tersebut disebutkan juga pada bagian ketiga paragraf 2 tentang Penagihan pasal 11 menyebutkan bahwa (1) Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penagihan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan. (2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan retribusi terhadap pengguna sarana dan prasarana pasar. (3) Penjabaran tugas Seksi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Melaksanakan proses administrasi penagihan retribusi; b. membuat realisasi penerimaan harian, bulanan dan tahunan; c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait; d. Melakukan penagihan retribusi dan bea lainnya terhadap pengguna sarana dan prasarana pasar; e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  


Menurut Ibuk Tity Afniar Salim selaku kasi penagihan 
 pada Dinas Pasar Kota Padang bahwa beliau mengemukakan bahwa retribusi dilakukan di pagi hari. Beliau membuat laporan retribusi tersebut dengan adanya realisasi mingguan dan realisasi bulanan. 

b. Uang

Yang termasuk dalam bagian  uang adalah :

1) Setoran

Uang/retribusi bulanan dari pedagang, pedagang yang bersangkutan langsung menyetorkan ke kasir, dari pihak kasir baru disetorkan ke Bank Nagari. Sedangkan retribusi harian, dari petugas lapangan menyetorkan retribusi ke pihak bendahara Dinas Pasar. Dari pihak bendahara Dinas Pasar baru disetorkan ke Bank Nagari. Uang retribusi tersebut bertujuan untuk Pembangunan Daerah Kota Padang maka dari itu uang retribusi tersebut di simpan di kas Pemda yaitu Bank Nagari.

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar pada bagian pertama paragraf 2 tentang Sub Bagian Keuangan pasal 5 yaitu : (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas; (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. Menyiapkan kelengkapan SPP-UP SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya; d. Melakukan verifikasi SPJ; e. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan; f. Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; g. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; h. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Administrasi

Yang termasuk dalam bagian Administrasi adalah :

a) Bank

Secara administrasi, retribusi dilakukan oleh petugas, dari petugas setelah semua retribusi bulanan dan harian terkumpul baru diserahkan ke kasir, dari kasir menyetorkan ke Bank Nagari.

b) Petugas

Petugas bertanggungjawab atas apa yang diamanahkan kepadanya yaitu bekerja harus jujur melaporkan retribusi baik bulanan maupun harian ke pihak kasir (kasi penagihan/kasi pendapatan) serta pihak bendahara Dinas Pasar Raya kota Padang.

c) Dinas Pasar

Yang termasuk dalam Dinas Pasar adalah :

· Pencatatan

Pihak Dinas Pasar harus melakukan pencatatan baik retribusi harian, bulanan serta kalau ada denda dari pedagang yang terlambat membayar retribusi, maka mereka harus jujur dan transparansi. Dalam melakukan pencatatan  pihak Dinas Pasar harus bertanggungjawab atas apa yang telah mereka kerjakan selama mereka menjabat sebagai pencatatan retribusi. Model pencatatan ini melalui realisasi harian dan realisasi bulanan.

· Pelaporan

Begitu juga terhadap pelaporan, pihak Dinas Pasar harus melaporkan secara transparansi, harus jujur, serta bertanggungjawab terhadap pelaporan retribusi tersebut. Hasil dari pencatatan tersebut akan dilaporkan ke kas Pemerintah Daerah yaitu Bank Nagari. 

3. Retribusi Pengawasan

Yang termasuk dalam retribusi pengawasan adalah :

a. Penetapan

Yang telah dilakukan Dinas Pasar dalam menjalankan biaya pemungutan retribusi terhadap pedagang di Pasar Raya  serta pedagang-pedagang yang ada di kawasan Pasar Raya Padang yaitu dengan cara melakukan penetapan penagihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang pengelolaan dan retribusi pasar. Tapi aplikasi dilapangan penetapan penagihan tersebut ada dilakukan secara benar maksudnya sesuai dengan luas ukuran toko, serta berdasarkan karcis harian pasar, ada juga yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Disinislah pengawasan penetapan perlu diterjunkan kelapangan untuk mengawasi apa yang terjadi di lapangan. 

b. Pelaksanaan

Begitu juga dengan pengawasan pelaksanaan, pihak Dinas Pasar harus benar-benar antusias dalam menyelesaikan permasalahan-permalasahan yang muncul di pasar, terutama petugas retribusi, petugas keamanan, petugas kebersihan, apakah mereka benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak. Retribusi pengawasan pelaksanaan inilah yang sangat penting ditinjau kembali apakah mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik apa tidak.

Dalam pengawasan pelaksanaan retribusi harian, bahwa pedagang yang berada di pelataran Permindo (Pedagang Kaki Lima) berdasarkan wawancara sama bapak Jasman beliau menyebutkan bahwa pedagang yang berada di pelataran Permindo tidak dikenakan biaya retribusi, dan juga Pedagang Kaki Lima di kawasan pelataran Permindo tidak tanggungjawab Dinas Pasar. Aplikasi dilapangan penulis temukan bahwa setiap sore adanya pemungutan retribusi kepada Pedagang Kaki Lima dengan memberikan sebuah karcis harian Dinas Pasar yang bertuliskan “Pemerintah Kota Padang KARCIS HARIAN PASAR, SERI : DPS/B.1 N0. 066166, Berlaku Untuk : Meja Batu dan Pelataran/Los Sebesar Rp. 1.000,- Ukuran 1 x 1,5 M2, Berdasarkan PERDA KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2002”.  

pernyataan Karcis Harian Pasar tersebut membuktikan bahwa Pedagang Kali Lima di Kawasan Pelataran Permindo dipungut retribusi kepada setiap Pedagang Kaki Lima. Berarti aplikasi dilapangan tidak adanya pengawasan terhadap pemungutan retribusi tersebut. 

Dalam pengawasan retribusi bulanan langsung diawasi oleh kabid pendapatan, tapi retribusi bulanan ini di pungut ada yang berdasarkan ukuran yang sesuai atau jelas/ tranfaransi berapa ukuran luas sebuah toko yang sesungguhnya ada juga yang tidak benar. 
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